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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan 4l bawah Ini:

MWama ¢ EGA SHAKTIANA, SH, MH
Jabatan ¢ KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
aclanjurnya disebut pifak pertama
®
Mama : MUEFRI, 5.1, M.H.
Jabatan v KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedug

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ind, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dekumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melzkukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

. capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi

Ketapang, 15 Januari 2024
Pihak Pertama,
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasl, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Hama : SYAHRIR REZA, 5.H.
Jabatan : PANITERA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Selanjutnya disebut pihak periama

Mama : EGASHAKTIANA, S.H., M.H.
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanjl akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya pada Kepanitorasn
Pengadilan Negeri Ketapang sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi anggung jawaks kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil dndakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi

Ketapang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua Pihak Pertama
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Dalam rangka mewujuwdkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasll, kami yang bertanda tangan di bawah inl:

Mama : BUDIONG

labatan : SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama i EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.
Jabatan ¢ KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan terget kinerja yang seharusnya pada Kesekretariatan
Pengadilan Negerl Ketapang sesual lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.
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KATA PENGANTAR
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahi Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat
dan taufig-Mya, schingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negerl
Ketapang Tahun 2023 ini dapat diselesalkan.

Laporan Kinerfa Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petun|uk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintal.

Substansi dari penyusunan LKjIP Tahun 2023 PN Ketapang dimaksudkan untuk
menginformasikan capatan kinerja dan laporan pelaksanaan program kerfa Pengadilan
Negeri Ketapang Tahun 2023, yang meliputi teknis yudisial, administrasi peradilan, dan
administrasi umum serta sebagal media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau
kegagalan PN Ketapang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka
pencapaian vist dan misi organisasi sesuai rencana kinerja.

Dengan diterbitkannya LKjLP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan
manfaat kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat
memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan mengenal kinerja PN Ketapang.

Akhir kata, kami berharap agar LKjIP Tahun 2023 ini dapat menjadi media
pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur PN

Ketapang.

PENGADILAN NEGERI KETAPANG "
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IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang (PN
Ketapang) tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan
laporan akuntabilitas kinerja PN Ketapang selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP bertujuan untuk melaporkan Pencapaian Kinerja
(Performance Result) selama tahun 2023 yang dikomparasi dengan Rencana Kinerja
(Performance Plan) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic

Plan) PN Ketapang Tahun 2020 - 2024.

PN Ketapang menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang secara umum dapat
diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja program kerja selama kurun waktu tahun
2023 telah berusaha memenuhi/mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang pengukurannya
dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian
target. Salah satu tugas pokok dan fungsi PN Ketapang adalah penyelesaian perkara baik
secara administrasi maupun produk hukum yang dihasilkan, dimana hal tersebut merupakan

salah satu indikator keberhasilan kinerja PN Ketapang dalam tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian kinerja tergantung pada beberapa hal seperti; sumber daya
manusia yang handal, sarana dan prasarana yang memadai dan lain sebagainya. Oleh karena
PN Ketapang selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, kinerja dan
pelayanan disemua aspek tidak hanya untuk meningkatkan kinerja instansi sebagai salah
satu indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah namun yang tidak kalah pentingnya

adalah dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berikut gambaran umum sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaian

kinerja PN Ketapang dalam kurun waktu tahun 2023.

Target | Realisasi | Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
(%) (%) (%)
Terwujudnya Proses Persentase Perkara Perdata
Peradilan yang Pasti, yang Diselesaikan Tepat 95 97,41 102,54
Transparan dan Waktu
Akuntabel Persentase perkara pidana
95 90,25 95
yang diselesaikan tepat waktu

PENGADILAN NEGERI KETAPANG n



Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya 90 78,77 87,52
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya 90 87,45 97,17
Hukum Kasasi
Persentase Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi > N/A 100
Index Persepsi Pencari
Keadilan Yang Puas Terhadap 90 99,95 111,06
Layanan Peradilan
Jumlah Putusan Yang
Menggunakan Pendekatan 5 N/A 100
Keadilan Restoratif
RATA - RATA CAPAIAN 99,04
Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan
Pengelolaan Perkara Perdata yang
Penyelesaian Perkara disampaikan ke para Pihak 100 100 100
tepat waktu
Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang
disampaikan ke para pihak 100 100 100
tepat waktu
Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi 3 12,50 416,67
RATA - RATA CAPAIAN 205,56
Meningkatnya Akses Persentase Pencari Keadilan
Peradilan bagi Golongan Tertentu yang
Masyarakat Miskin dan Mendapat Layanan Bantuan 100 100 100
Terpinggirkan Hukum (Posbakum)
RATA - RATA CAPAIAN 100
Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara
terhadap Putusan Perdata yang Ditindak lanjuti 50 7,50 15
Pengadilan (Dieksekusi)
RATA - RATA CAPAIAN 15
CAPAIAN TAHUN 2023 104,90

PENGADILAN NEGERI KETAPANG n
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

etika reformasi bergolak di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu
untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-
upaya lainnya ke arah yang lebih baik. Semangat itu pulalah yang mendorong
Pemerintah untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat
madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang

ideal merupakan keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, disebutkan bahwa :
1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar;
3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan

bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1
dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman
serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang

kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PN KETAPANG | 1
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tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finasial

serta sarana prasarana.

Kebijakan "satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah
Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukan kemampuannya guna
mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan
serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang "komprehensif dan

sistematis” demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju wilayah bebas
korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya terkait penguatan area
akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan
kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu

atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Ketapang mengacu pada “Blue Print (Cetak
Biru) dan Renstra Peradilan Umum 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad
segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Ketapang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPN]JP)
2005 - 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada

tahun 2020 - 2024.

Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) yang merupakan salah satu Pengadilan
Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam naungan
Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabakan tugas dan
fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PN KETAPANG | 2



,@/Cﬂ‘.d‘hn Nw Iz)::";:‘AOHITAP‘ B.fAKHLA{ #hﬂnom"'

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah juncto surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
4107 /SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Perihal Penyampaian
Dokumen SAKIP.

SAKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang
merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang
akuntabel, sehingga dapat berorientasi secara efesien, efektif, transparan, serta
responsive terhadap aprisiasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP

tersebut, setiap Instansi Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan).

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama
di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkewajiban untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]JiP). Dengan dasar pemikiran tersebut, maka
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi
utama. Pertama, berfungsi sebagai laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan
sarana bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Kedua, berfungsi sebagai sarana
evaluasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan
cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh Pengadilan

Negeri Ketapang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan
fungsi  kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu
sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan

kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan
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Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan”.! Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009
juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” .2
1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) adalah suatu Pengadilan Tingkat Pertama
Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam naungan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya 3.

Pengadilan Negeri Ketapang terletak di Ibukota Kabupaten dengan alamat pada Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 19, Ketapang, Kalimantan Barat. Pengadilan Negeri Ketapang
memiliki 2 (dua) Kabupaten yang menjadi wilayah yurisdiksinya, yaitu Kabupaten
Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari 20
Kecamatan, dimana 13 Kecamatan berada di daerah perhuluan dan selebihnya
merupakan kawasan pesisir, yaitu wilayah kecamatan yang sebagian wilayah dasarnya
berbatasan langsung dengan laut/pantai, dan memiliki 41 Pulau. Dan wilayah
Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 Kecamatan, 43 Desa, 168 Dusun dengan 7 desa
diantaranya termasuk daerah sulit. Pulau yang ada di Kabupaten Kayong Utara

berjumlah 103 pulau yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan.
2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Ketapang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum
Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara berasaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 50 Bab III
Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,
Pengadilan Negeri Ketapang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain

yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1 pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8 pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986
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3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang memiliki fungsi

sebagai:

a.

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara -Perkara yang
menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;

Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada
tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat;
Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari
keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Ketapang Propinsi

Kalimantan Barat;

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Ketapang
Propinsi Kalimantan Barat;

Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan
sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini
baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi
kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini
setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Struktur Organisasi

Mulai tahun 2016 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ketapang mengacu pada

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undnag

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dirubah dengan Perma

Nomor 1 Tahun 2017 terdiri atas:

1. Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan
pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah
laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada
diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung.
Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar
dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, beritaacara, serta berkas perkara.
Menetapkan Panjar biaya perkara, (dalam hal penggugat atau tergugat tidak
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mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk ber-acara secara prodeo atau tanpa

membayar biaya perkara). Melaksanakan persidangan perkara perdata, pidana,

Phi, perikanan maupun Tipikor.

Pengadilan Negeril
Ketapang

Ketua Pengadilan Negeri Ketapang

Nama FGA SHAKTIANA, S H., MM
Tempat! TangalLahir : Bandung. ¥ Oktober 1977

S NP LA97TI001 200312 1 001
: Pondudikan : S2:Hukum

Panghat/ColonganRuang : Pembine (IV/a)
™Tr 1 April 2020
jabatan : Netua Pengacdilan Negen Ketapang

Riwayat jabatan
* Ketua Pengadidan Negueri Ketapanyg (13 Februart 2022}
* Wakhh Xetua Pengadilen Neger) Kuals Kuren (228 Jamuart 2027)
 Halim Tinghat Pertama Pergadilan Nogeord Sampil (04 November 2014)
* Halkim Yingkat Pertama Pengadilan Negeri Felalawan (11 Oktober J970)
* Makim Yingkat Pertamma Peagadilan Negerd Manna (08 Janwari 2007)
« Cadon Makim Pengadiian Negert Camis (81 April 2905)
« Cadon Makim Pengadilan Negert Camis (81 Desamber 2047)

Walaite  ArIps /pn £eTOSOAY Lo WY f POALRTIOS Negesi Keragong @ PO_NSTepeng ' SAITTLN 212

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan,
melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan Melakukan
Pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil

pengawasan tersebut kepada Ketua.

Pengadilan Negeri
Ketapang

Wakil Ketua Pengadllan Negeri Ketapang

Nama YANTO ARIYANTO, S.H., MK
Tempat/ YangalLahir : Bandung, 05 Februari 1970
NP : 197202052006041004

\ Pendidikan ¢ S2IMU HUKUM
Pangkat/GolonganRuang : Pembina (IV/ia)

TMT : 29 Desembeor 20231
Jabatan : Wakil Ketus Pengadilan Nageri Ketapang

Riwayat Jabatan

* Wakil Ketua Pongadllon Negeri Ketapang (29 Desember 2023)

* Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri indramayw (04 Maret 2020)
* Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negerl Raba Bime (02 Maret 2015)
* Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negerl Kasongan (02 januar! 2012)
* Makim Yingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Tewaesh (09 Jull 2000)
» Calon Hakim Pengadilan Negerl Subang (01 April 2007)

= Calon Hakim Pangadilan Negeri Subang (01 April 2006)

Webaile - Mtpo/pan-detapang po A/ f Pengedion Negen Kefopony @ pr_ketagorg , VT892

3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili
berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri
melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan
saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita
acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam

musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
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persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata

dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.

4. Panitera bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan
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dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis,
pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksananaan
pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksananaan pengelolaan
administrasi perkara khusus, pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara,
penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi
keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan
administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan
dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua

Pengadilan Negeri;

Pengadilan Negeri
Ketapang

Panitera Pengadilan Negeri Ketapang
Mama 1 EYAHRAIR RIZA, 5.H

Tempatl TangalLahbe ! Singhawong, B2 Marst 1076

MIF I 19TEIEEEDROI T 2100T

Paenall ks 14 LML HUHUM

Panghst! G olopganRusng r Pasnaia Thaghiag | { A1)

TrAT ! S Jamisari D24

Jabatar i Pambiera

Rravayac |abmtan -
Faniters Tinghat Partarma Peagadilan Megerl Ketapang (00 Januari 2024 )
Panivers Misds Pamgsdilsn Negar Pomtlamshk (13 Jenk 303E]
Panitera Msds Pengadilan Negeri Poatiansk (04 januari 3901)
Eanivera Penggentl Peagadilan Moger Fentlenak (01 &gesias 2016|
Fanitera Musda Pesgadilan Neperl Ngabang (21 Oesrmber 2075
Fanmiters Penggeni] Pangadilan Megers Pantisnak{01 Bgaistud 2091)
Skta Fangganii Pangadean Megeri Panclanak (&1 Soptomber il
f Pergadilan Negerl Postlamak (37 DesemBer 2O51]
tal Femgaditan Feger] Ponciamak (i Desember 2l

Weabslew o Arign-priaiopang po -f Pregogitas Kegen Fararasy @ po_kecaparny E e L

5. Panitera Muda

Pengadilan Negeri
Ketapang

Profil Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang
KEFANITERAAN

p——
[ T T Ledyan
THEIVIO0 23798 1091 PMIETIE M990 1 D04
Penaia [ Fenate Vods Ty LI
Farstecs Meco Pddans

mRandar My
VTR0 W Y
nate [
Fardier s Mul Py it Paviers Vuds Hebom
U PRV PR PR St et | (R emae | DRE4
P M wd ) PN Srtaneng (8 Rged K12

" PP PNNEI Y

z gan 121 juk 1990
< Sl PN Nespeny | -

o el PH Krtapang (51 Masel 0y

WedaMe - Setpa/Vpn-hetopong go. i f Pengodvon Nopest Kevogony ll pn_ketvponyg ' BV 245457272

1) Panitera Muda Perdata bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan

pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PN KETAPANG | 8



ZONA &
,@/vn‘adlhn Negeri mlzomna”: BorAKHLAK’ ,t';::.nomm

2)

pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan
distribusi perkara yangtelah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan, pelaksanaanpenerimaan kembali berkas perkara yang
sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan
tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan
penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan
pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan
peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi
putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas
penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,
pelaksanaan  penerimaan Kkonsinyasi, pelaksanaan  penerimaan
permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang
belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas
perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda
Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana,
pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan
permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon,
pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan PenetapanPenunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan
pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan
penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara
yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi
putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan
penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan
pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan
peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasanterhadap pemberitahuan isi
putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas
penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa
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Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan
eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas
perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda
Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; danpelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3) Panitera Muda Hukum bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan
penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman
pelaporan  perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan
pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah
untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan
penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara,
pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; danpelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

6. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam membuat
berita acara persidangan. Dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera
Muda bila telah selesai diminutasi.

7. Sekretaris adalah bertugas menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan
pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan
kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan
penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi
informasi dan statistic, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Ketapang;
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8. Kepala Sub Bagian

Pengadilan Negeri
Ketapang

1
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Profil Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang
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1) Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program,
dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;

2) Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana.

3) Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,

rumah tangga,

perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ketapang dapat dilihat sebagai berikut :
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Daftar Pegawai Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Ketapang

‘Bog

15
Pengadilan Negeri JONA b
& INTEQMITAS
MM BT et g oLty L O

No Nama Jabatan Gol | Pend
1 |[EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. Ketua PN-Ketapang IV/a| S2
2 |YANTO ARIYANTO, S.H.,M.H. Wakil Ketua PN-Ketapang IV/a| S2
3 |ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. Hakim Pratama Muda /b| S2
4 |IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H. Hakim Pratama Muda /b sy
5 [AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H. Hakim Pratama Muda ol o,
6 [BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H. Hakim Pratama Muda /bl 51
- |ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H. Hakim Pratama Muda /b o
g |JOSUA NATANAEL, S.H. Hakim Pratama Muda /bl s1
g [DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. Hakim Pratama Muda W/o| sp
10 |[KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. Hakim Pratama Muda i/b| S2
11 [SYAHRIR RIZA, S.H. Panitera li/d| s1
12 [BUDIONO Sekretaris l/d | SMA
13 |ISKANDAR M.Y Panitera Muda Hukum ll/c | SMA
14 |SEDIYAN Panitera Muda Perdata /b | SMA
15 |LENI HERMANANINGSIH, S.H. Panitera Muda Pidana M/c| S1
16 [SARJONO Kasubbag Umum dan Keuangan | Ill/c| SMA
17 IRAHMAD DODONG JUNAIDI MS, S.H. Kasubbag Kepegawaian, Ortala | 1ll/b| S1
18 [DEDY MIRWAN, S.E. PIt. Kas ”: :nag;;; creonaan " ia| st
19 IMUHAMMAD HARIYANDI Panitera Pengganti lll/c | SMA
20 IIP MURDHIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti l/c| S1
21 [SARI ASIH ANDAYANI Jurusita /b | SMA
22 [UTOMO, S.M. Jurusita M/a| S1
23 |AQUARI PEBLESA, S.M. Jurusita M/a| S1
24 [FARIDA SALEH Jurusita l/d | SMA

25 [HAIDIR SUSANTO Juru Sita Pengganti ll/c | SMA

26 |STEPANUS LIDO SINAMBELA, S.H. Juru Sita Pengganti /b | SMA
55 [RIO RINALDI SILALAHI, S.H. Azggftgfglﬂzadge/;gﬁ”' /a| s1

56 |INDAH PUJI ASTUTI UTAMI, S.H. Agggft: rear /;\j: ‘;5 ZZZZ;” /a| s1

27 [NOLA MELIA OVI BERLIANTI, A.Md.Kom. Paift”eiglolwli’j;;’;‘:’g’ém I/c| D3
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28 [SARAH SAYYIDATUN NAFISA, A.Md.M. Bendahara ll/c| D3
Pengelola Perkara,
29 \ALIUDIN Panitera Muda Perdata I/a | SMA
Berikut daftar tenaga kontrak (PPNPN) pada Pengadilan Negeri K etapang:

No Nama Jabatan Keterangan

1 [TOROS ZULKARNAIN Satpam - Malam

2 |RADIANSYAH Satpam — Siang

3 |NANDI FIRDIANSYAH Pengemudi

4  |[FATIMAH, A.Md. Kom Pramubhakti

5 |SUDIRMAN Pramubhakti
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D. Sistimatika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang selama Tahun 2023. Capaian kinerja
(performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan
target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement),
maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal Tahun 2023 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi pada Tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah
kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerjadi masa datang. Untuk mewujudkan hal
yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerjalnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Negeri Ketapang disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan,
tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis
Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2020 - 2024 dan Penetapan Kinerja
2023

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi,
pencapaian Kkinerja Pengadilan Negeri Ketapang dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis
untuk Tahun 2023. Analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini;

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
jangka menengah dalam dokumen perencanaan jangka menengah
yang terdapat dalam rencana strategis organisasi;

d. Analisis penyebab keberhasilan serta solusi alternatif yang telah
dilakukan;

e. Analisis atas efisiensi sumber daya;

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

g. Realisasi Anggaran.
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BAB IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023
dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja

di masa yang akan datang.
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BAB 11
PERENCANAAN DAN PERJAN]JIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024 mengacu
kepada Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010-2035 Mahkamah Agung (MA)
Republik Indonesia dan Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI1 2020-2024
yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya
terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui
pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan
terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan
termasuk pembinaan sikap dan prilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan
pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efesiensi dan produktifitas dalam

mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi "Badan Peradilan yang Agung”.

Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024 merupakan perencanaan jangka
menengah PN Ketapang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang
akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Ketapang berserta
strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan

peran yang diamanahkan.
Secara ringkas subtansi Renstra PN Ketapang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi
Mengacu kepada Visi Mahkamah Agung yang telah dirumuskan oleh Pimpinan
Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, Visi Pengadilan Negeri
Ketapang adalah:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang menetapkan

misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ketapang.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ketapang.
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2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Ketapang, maka visi dan
misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Pengadilan Negeri Ketapang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu
sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,
perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri
Ketapang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai
mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk
itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator

kinerja (performance indicator) yang terukur.

Sasaran-sasaran strategis Pengadilan Negeri Ketapang yang merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing
tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh Pengadilan Negeri Ketapang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2023 tersebut selanjutnya dirinci pada
pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari
Pengadilan Negeri Ketapang ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang
dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan

oleh kebijakan tersebut.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Ketapang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang

pada tahun 2020-2024, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,
Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu;
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b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;

C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;

e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;

f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;
g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Indikator
untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para
Pihak tepat waktu;
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu;

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan, Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum).

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan, Indikator untuk
pengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Ketapang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat

rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
a. Layanan Dukungan Manajemen Internal
b. Layanan Perkantoran : Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
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Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana

di lingkungan peradilan tingkat pertama.

c¢. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Ketapang dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Ketapang telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor
296/SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang. Dimana
Reviu IKU ini disusun oleh Tim Reviu IKU Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 297/SK/KPN.W17-
U4/HK1.2.5/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang.

Reviu Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PN KETAPANG 19



,e /“‘"‘““""""‘ .’,f’,'"é‘;..m?" a.mxm.m(‘ ,# g
BRI, —

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang | Persentase Perkara Perdata yang

Pasti, Transparan dan Akuntabel Diselesaikan Tepat Waktu

2. Persentase perkara pidana yang

diselesaikan tepat waktu

3. Persentase Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding

4. Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan

dengan Diversi

6. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas

Terhadap Layanan Peradilan

7. Jumlah Putusan Yang Menggunakan

Pendekatan Keadilan Restoratif

8. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara
Pengelolaan Penyelesaian Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak

tepat waktu

9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana
yang disampaikan ke para pihak tepat

waktu

10. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi | Persentase Pencari Keadilan Golongan
Masyarakat Miskin dan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Terpinggirkan Hukum (Posbakum)

12. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap | Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Putusan Pengadilan Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
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C. RencanaKinerja Tahun 2023

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam
rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada

pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri
Ketapang, ditetapkanlah Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2023 (RKT) yang
merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra

2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang.

Penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2023 dapat

digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Ta:ge
1. Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Perkara Perdata yang 95
yang Pasti, Transparan dan Diselesaikan Tepat Waktu
Akuntabel
2. Persentase perkara pidana yang 95
diselesaikan tepat waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
4, Persentase Perkara Yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Anak yang 5
Diselesaikan dengan Diversi
6. Index Persepsi Pencari Keadilan 90
Yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
7. Jumlah Putusan Yang 5
Menggunakan Pendekatan
Keadilan Restoratif
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8. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan 100
Pengelolaan Penyelesaian Perkara Perdata yang
Perkara disampaikan ke para Pihak tepat
waktu
9. Persentase Salinan Putusan 100

Perkara Pidana yang disampaikan

ke para pihak tepat waktu

10. Persentase Perkara yang 3

Diselesaikan Melalui Mediasi

11. | Meningkatnya Akses Peradilan Persentase Pencari Keadilan 100
bagi Masyarakat Miskin dan Golongan Tertentu yang Mendapat
Terpinggirkan Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

12. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 50

terhadap Putusan Pengadilan Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini
merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023.
Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Apartus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus penetapan kinerja
antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

punishment atau sanksi.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari “Cetak Biru
dan Renstra Mahkamah Agung 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap
unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.
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Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 telah mengacu

pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024. Oleh karena itu Indikator-

indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah

indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Ketapang yang telah ditetapkan dan telah

diintegrasikan dalam Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024.

Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 adalah sebagai

berikut:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Perkara Perdata yang 95
yang Pasti, Transparan dan Diselesaikan Tepat Waktu
Akuntabel
2. Persentase perkara pidana yang 95
diselesaikan tepat waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
4. Persentase Perkara Yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Anak yang 5
Diselesaikan dengan Diversi
6. Index Persepsi Pencari Keadilan 90
Yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
7. Jumlah Putusan Yang 5
Menggunakan Pendekatan
Keadilan Restoratif
8. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan 100
Pengelolaan Penyelesaian Perkara Perdata yang
Perkara disampaikan ke para Pihak tepat
waktu
9. Persentase Salinan Putusan 100
Perkara Pidana yang disampaikan
ke para pihak tepat waktu
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10.

Persentase Perkara yang 3

Diselesaikan Melalui Mediasi

11.

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan

Persentase Pencari Keadilan 100

Golongan Tertentu yang Mendapat

Terpinggirkan Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
12. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 50

terhadap Putusan Pengadilan

Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

Dengan Anggaran Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023, sebagai berikut :

KEGIATAN ANGGARAN
1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 4.620.847.000,00
Badan Urusan Administrasi
2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan -
Mahkamah Agung
3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 100.200.000,00
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi
yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran
Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

engukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang dilakukan
dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator
sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan Negeri
Ketapang dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara
rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja
(performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis
terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi,
serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini
bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2023 berdasarkan

hasil pengukurannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:
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Sasaran Strategis 1.

Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Pada sasaran Strategis / Kinerja Utama Terwujudnya Proses Peradilan Yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel di atas mempunyai 7 (Tujuh) indikator kinerja

yaitu:
1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara Perdata 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah
keadaan perkara Perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ketapang
Kelas II yang terdiri dari sisa Perkara Tahun lalu (Tahun 2022) dan perkara
yang didaftarkan pada tahun 2023, Adapun daftar keadaan perkara Perdata
yang ditangani pada tahun 2023 oleh Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sisa | Masuk | Jumlah | Cabut | Putus| Sisa
No. Jenis Perkara
2022 | 2023 Beban | 2023 | 2023| 2023
1. Perdata Gugatan 9 46 55 7 37 11
2. Perdata 0 70 70 5 62 3
Permohonan
3. Gugatan Sederhana 0 5 5 3 2 0
4. Perlawanan
(derden verzet) 0 0 0 0 0 0
5. Niaga 0 0 0 0 0 0
6. PHI 0 0 0 0 0 0
Jumlah 9 121 130 15 101 14

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Dari matriks diatas jumlah perkara Perdata yang diselesaikan selama kurun
waktu 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il adalah sebanyak 116
Perkara Perdata dimana jumlah tersebut terbagi atas 101 Perkara yang telah
diputus pada Pengadilan Negeri Ketapang dan 15 Perkara yang di cabut.
Sedangkan pada Tahun 2023 terdapat 14 Perkara Perdata yang menjadi Sisa
Perkara, dan di Tahun 2023 Perkara yang diselesaikan secara tepat waktu
dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan berjumlah 113 Perkara.
Waktu penyelesaian perkara Perdata pada tahun 2023 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :
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Rerata Waktu Memutus (dalam bulan)

No Jenis Perkara

1 2 3 4 5 6 | 6-12 | >12

1 | Perdata Gugatan 9 |11 | 2 5 3 4 1 0
Perdata
44 | 22 | 1 0 0 0 0 0
2 | Permohonan
3 | Gugatan Sederhana | 5 - - - - - - -
Perlawanan
4 | (derden verzet) - - - - - - - -
5 | Niaga - - - - - - - -
6 | PHI - - - - - - - -
TOTAL 58 | 33 | 3 5 3 4 1 0

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Dengan demikian pada indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang
diselesaikan Tepat Waktu, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il Readlisasi kinerja
yang berhasi| diraih adalah 97,41% atau melebihi target yang telah ditentukan
yaitu 95%, dan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas || mencapai
102,54%, berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri
Ketapang Kelas |1 dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan
tahun 2023 pada matriks berikut ini :

No Indikator Tahun | Target | Realisasi Capaian
1. | Persentase 2021 | 95% 67,07% 70,6%
Perkara Perdata
2022 95% 100,61% 105,91%
Yang Diselesaikan
Tepat Waktu 2023 95% 97,41% 102,54%
Tercapai

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat
dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :
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GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
Indikator Persentase Perkara Perdata Yang
Diselesaikan Tepat Waktu

0 20 40 60 80 100 120

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara Pidana 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah
keadaan perkara Pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ketapang
Kelas II yang terdiri dari sisa Perkara Tahun lalu (Tahun 2022) dan perkara
yang didaftarkan pada tahun 2023, Adapun daftar keadaan perkara Pidana
yang ditangani pada tahun 2023 oleh Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sisa Masuk | Jumlah | Putus | Sisa
No. Jenis Perkara
2022 2023 Beban | 2023 | 2023
1. | Pidana Biasa 130 648 778 687 | 91
2. Pidana Singkat 0 0 0 0 0
3. | Pidana Cepat 0 112 112 112 0
4. Pidana Lalu Lintas 0 62 62 62 0
5. Pidana Khusus Anak 0 18 18 18 0
6. Praperadilan 0 3 3 3 0
7. Pidana Perikanan 0 0 0 0 0
8. Tindak Pidana
Korupsi 0 0 0 0 0
Jumlah 130 843 973 882 91

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum
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Dari Tabel diatas jumlah perkara Pidana yang diselesaikan selama kurun
waktu 2023 pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il adalah sebanyak 882
Perkara Pidana, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat 91 Perkara Pidana
yang menjadi Sisa. Perkara Pidana yang diselesaikan secara tepat waktu dan
tidak melewati batas waktu yang ditentukan berjumlah 796 Perkara.
Klasifikasi perkara Pidana pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

a. Klasifikasi Perkara Pidana Biasa

Sisa | Masuk | Jumlah | Putus | Sisa

No Klasifikasi
2022 | 2023 | Beban | 2023 | 2023
1 Narkotika 29 93 122 101 21
2 Pencurian 19 72 91 77 14
3 Perlindungan Anak 2 22 24 18 6
4 Penggelapan 8 21 29 24 5
5 Penganiayaan 5 10 15 11 4
6 Penipuan 1 20 21 19 2
7 Kesehatan 0 0 0 0 0
8 Kejahatan Perjudian 2 2 4 4 0
Penadahan, Penerbitan, Dan
9 3 13 16 12 4

Pencetakan

Tindak Pidana Senjata Api
10 10 18 28 28 0
Atau Benda Tajam

Informasi Dan Transaksi
11 3 11 14 13 1
Elektronik

12 | Lalu Lintas 1 21 22 22 0

Pengeroyokan Yang

13 | Menyebabkan Luka Ringan, 0 8 8 8 0
Luka Berat
Kekerasan Dalam Rumah

14 0 3 3 2 1
Tangga

15 | Pembunuhan 0 3 3 0 3

16 | Pemalsuan Surat 2 3 5 5 0
Kejahatan Terhadap

17 2 1 3 3 0
Kesusilaan

Penghancuran Atau
18 1 6 7 7 0
Perusakan Barang

19 | Kejahatan Terhadap Nyawa 0 2 2 2 0
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Pemerasan Dan

20 0 62 62 62 0
Pengancaman

21 | Penebangan Kayu 1 9 10 7 3
Kejahatan Terhadap

22 0 0 0 0 0

Ketertiban Umum

Kerusakan Lingkungan
Akibat Kegiatan

23 0 24 24 24 0
Pertambangan (mineral,Batu

Bara), Minyak Dan Gas Bumi

Kejahatan Terhadap
24 0 0 0 0 0
Keamanan Negara

Pertambangan Mineral Dan

25 0 11 11 7 4
Batubara

26 | Perbuatan Curang 0 0 0 0 0

27 | Pengancaman 0 4 4 1 3
Kejahatan Yang

Membahayakan Keamananan
28 0 0 0 0 0
Umum Bagi Orang Atau

Barang

Pemberantasan Tindak
29 0 0 0 0 0
Pidana Perdagangan Orang

Pemalsuan Mata Uang Dan
30 0 0 0 0 0
Uang Kertas

Pengeroyokan Yang
31 0 0 0 0 0
Menyebabkan Kematian

32 | Pelanggaran Kesusilaan 0 0 0 0 0
Perbuatan Tidak

33 0 2 2 2 0
Menyenangkan
Konservasi Sumber Daya

34 0 1 1 1 0
Alam
Kejahatan Terhadap

35 0 0 0 0 0
Kemerdekaan Orang
Perubahan Atas Undang-

36 | Undang Nomor 31 Tahun 0 0 0 0 0
2004 Tentang Perikanan

37 | Lain-lain 41 206 247 227 20

Jumlah 130 648 778 687 91

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PN KETAPANG 30



f.f’:"é'ému?# aorAKuLAn’ e

I0/="

yuni
b. Klasifikasi Perkara Pidana Cepat
Sisa | Masuk | Jumlah | Putus | Sisa
No Klasifikasi
2022 | 2023 | Beban | 2023 | 2023
Kejahatan Terhadap
1 0 4 4 4 0
Ketertiban Umum
2 | Penganiayaan 0 1 1 1 0
3 Pencurian 0 83 83 83 0
4 Penggelapan 0 8 8 8 0
Penghancuran atau
5 0 0 0 0 0
Perusakan Barang
6 | Kejahatan Pelayaran 0 0 0 0 0
Penadahan, Penerbitan,
7 0 5 5 5 0
dan Pencetakan
8 Lain-Lain 0 0 0 0 0
9 Kejahatan 0 0 0 0 0
10 | Perbuatan Curang 0 0 0 0 0
Pelanggaran Ketertiban
11 0 9 9 9 0
Umum
Pelanggaran Mengenai
12 | Tanah, Tanaman, dan 0 2 2 2 0
Pekarangan
Jumlah 0 112 112 112 0
Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum
c. Klasifikasi Perkara Pidana Khusus- Anak
Sisa Masuk | Jumlah | Putus Sisa
No Klasifikasi
2022 2023 Beban 2023 2023
1 Kejahatan Perjudian 0 0 0 0 0
2 Penganiayaan 0 0 0 0 0
3 Pencurian 0 7 7 7 0
Penghancuran atau
4 0 0 0 0 0
Perusakan Barang
Penadahan,
5 Penerbitan, dan 0 0 0 0 0
Pencetakan
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Tindak Pidana Senjata

6 0 1 1 1 0
Api atau Benda Tajam

7 Narkotika 0 2 2 2 0

8 Lalu Lintas 0 1 1 1 0
Pengeroyokan yang

9 menyebabkan luka 0 0 0 0 0
ringan, luka berat

10 | pembunuhan 0 0 0 0 0

11 Perlindungan Anak 0 7 7 7 0

Jumlah 0 18 18 18 0

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

d. Klasifikasi Perkara Pidana Praperadilan

Sisa Masuk | Jumlah | Putus Sisa
No Klasifikasi
2022 2023 Beban 2023 2023
Sah atau Tidaknya
1 0 2 2 2 0
Penetapan Tersangka
Sah atau Tidaknya
2 0 1 1 1 0
Penahanan
Jumlah 0 3 3 3 0

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Rasio penyelesaiaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il
selama kurun waktu tahun 2023 keseluruhan perkara Pidana diselesaikan secara
tepat waktu dan tidak melebihi ambang batas waktu yang ditentukan berdasarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan, hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Dengan demikian pada indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang
diselesaikan Tepat Waktu, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il Readlisasi kinerja
yang berhasi| diraih adalah 90,25% atau kurang dari target yang telah ditentukan
yaitu 95%, dan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas || mencapai
95,00%, berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri
Ketapang Kelas |1 dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan
tahun 2023 pada matriks berikut ini :
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No Indikator Tahun Target Realisasi Capaian
1. | Persentase 2021 95% 40,22% 42,37%
Perkara Pidana
0] 0 0,
Yang Diselesaikan 2022 95% 66,86% 70,38%
Tepat Waktu 2023 95% 90,25% 95,00%

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat
dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

95,00

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

a. Keadaan Perkara Pada Tingkat Banding
Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Ketapang
sepanjangtahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

1) Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding Tahun 2023
Berikut ini adalah detail rincian Perkara Perdata yang Mengajukan
Banding di Tahun 2023:
Nomor Rincian
No Nama Hakim / Majelis Putusan | Permoh | Keterang
Perkara
PN onan an
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H..M.H Rabu
. 23/Pdt.G/2 | Hakim Anggota 1: Andre 04 Jor; 18 Jan. Sudah
022/PN Ktp | Budiman Panjaitan, S.H. ’ 2023 Putus PT
. 2023
Hakim Anggota 2: Bagus
Raditya Wiradana, S.H.
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Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H. Rabu
Hakim Anggota 1: Andre ' 31 Jan. Sudah

Budiman Panjaitan, S.H. 18 Jan. 2023 Putus PT

Hakim Anggota 2: Bagus 2023
Raditya Wiradana, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.

. Selasa,
34/Pdt.G/2 | Hakim Anggota 1: Andre 28 Mar 10 Apr. Sudah
022/PN Ktp | Budiman Panjaitan, S.H. 2023 ’ 2023 Putus PT
Hakim Anggota 2: Aldilla
Ananta, S.H., M.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA

SARAGIH, S.H.M.H

2/Pdt.G/20 | Hakim Anggota 1: Josua Kamis, 27 | 10 Agu. 12 Sep.

23/PN Ktp Natanael, S.H. Jul. 2023 2023 2023

Hakim Anggota 2: Bagus Raditya

Wiradana, S.H.

Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H.,
M.H. Hakim Anggota

5. gg};gLGK{QO 1: Josua Natanael, S.H. 29/22/20 ] ]/22/20 16/10/2023

P Hakim Anggota 2 : Andre

Budiman Panjaitan, S.H.

Hakim Ketua: Josua Natanael, S.H.

) 13/Pdt.G/2 ;I;Jrlj;gﬁ”/s:gsga’ro 1: Andre Budiman

023/PN Kip Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,

S.H., MH.

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,

SH.MH. Hakim

7. (QJSQ;SI:GKT% Anggota 1: Josua Natanael, S.H. 2]/]2§/20 29/;?20 29/01/2024
Hakim Anggota 2: Andre Budiman

Panjaitan, S.H.

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,

SH.MH. Hakim

26/Pdt.G/2 | Anggota 1: Andre Budiman 19/12/20 | 29/12/20

023/PN Ktp Panjaitan, S.H. 23 23

Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,

S.H.. M.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA

SARAGIH, S.H.M.H Hakim

29/Pdt.G/2 | Anggota 1: Akhmad Bangun 13/12/20 | 27/12/20

023/PN Ktp Sujiwo, S.H., MH. 23 23

Hakim Anggota 2: Bagus Raditya

Wiradana, S.H.

2 | 27/Pdt.G/2
022/PN Kip

Senin, 24 02 Agu. 22 Agu.
Jul. 2023 2023 2023

29/01/2024

29/01/2024

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun
2023 terdapat 9 perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya
hukum banding dan 3 perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat
Pontianak. Dan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding di Pengadilan Negeri Ketapang adalah 35 Perkara
dari total 44 Perkara Perdata yang telah di putus, sehingga diperoleh
persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 79,54%

2) Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding Tahun 2023
Berikut ini adalah detail rincian Perkara Pidana yang Mengajukan
Banding di Tahun 2023:
a) Pidana Biasa Yang Mengajukan Banding
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N Rincian
No Pe?;::; Nama Hakim / Majelis Putusan Permoho Pengirim
nan an Berkas
Hakim Ketua: Akhmad
. Bangun Sujiwo, S.H., M.H. .
] ;‘Qég’é;'/dpﬁus Hakim Anggota 1: Aldilla ;;"g‘e'ss 04 Jan. | 11 Jan.
Kip Anqmo, S.H., M.H. 2022 2023 2023
Hakim Anggota 2: [ka Ratna
Utami, S.H., M.H
Hakim Ketua: Akhmad
. Bangun Sujiwo, S.H., M.H. .
) ;‘;gé;'ﬁ,ﬁ“s Hakim Anggota 1: Aldilla a1 09 Jan. |17 Jan.
Kip Anqmo, S.H., M.H. 2022 2023 2023
Hakim Anggota 2: [ka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: lka Ratna Utami,
. S.H., M.H. .
3 fggé;';?,,ius Hakim Anggoto 1: Dhimas ]K;T;E’. 17 Jan. 30 Jan.
Kip Nugroho Priyosukamto, S.H 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: Aldilla Ananta,
. S.H., M.H. .
4 fgggﬁﬁus Hokim Anggota 1: lka Ratna ]K:.T;';" 25 Jan. 07 Feb.
Kip Uform, S.H., M.H. 0023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Aldilla Ananta,
. S.H., M.H.
5 fggégl/%'ius Hakim Angﬂgofo 1: Akhmad ;STOO; 27 Jan. 09 Feb.
Kip Bongun Sujiwo, S.H., M.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Ika Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Akhmad
. Bangun Sujiwo, S.H., M.H. .
) fz]gézl/irius Hakim Anggota 1: Aldilla 2'?52'; 01 Feb. | 13Feb.
Kip Anqmo, S.H., M.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: lka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shakfiana,
S.H.M.H. selasa
7 7/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhnmad 14 Febl 16 Feb. 27 Feb.
023/PN Ktp | Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: Aldilla
Anantg, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.
. . s Selasa,
8 8/Pid.Sus/2 | Hakim Anggoto 1: Dhimas 14 Feb. 16 Feb. 27 Feb.
023/PN Ktp | Nugroho Priyosukamto, S.H 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Andre
Budiman Panjaitan, S.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
. SARAGIH, S.H..M.H
9 %gé;';?,'ius Hoki.m Anggoto 1: Bagus ]RSOFbeLg 20 Feb. 02 Mar.
Kip Raditya Wiradana, S.H. 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Akhmad
. Bangun Sujiwo, S.H., M.H. .
10 fggé;'/i'ius Hakim Anggota 1: Aldilla ]K:p;'é’_ 21 Feb. 02 Mar.
Kip Anqmo, S.H., M.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: [ka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Andre Budiman
. Panjaitan, S.H. .
1 %gé;';;'ius Hoki.m Anggofo 1: Bagus ]K:p;'; 22 Feb. 02 Mar.
Kip Raditya Wiradana, S.H. 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
. SARAGIH, S.H.M.H
12 ;’ggé;'/ilius Hakim Anggo’ro 1: Dhimas 2RQOFZLE), 24 Feb. 07 Mar.
Kip Nugroho Priyosukamto, S.H 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: Andre
Budiman Panjaitan, S.H.
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Hakim Ketua: NIKO HENDRA
. SARAGIH, S.H.M.H
13 ?ggégl/%'ius Hakim Anggofo 1: Dhimas QRQOFbeLg. 27 Feb. 07 Mar.
Kip Nugroho Priyosukamto, S.H 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Andre
Budiman Panjaitan, S.H.
Hakim Ketua: Aldilla Ananta,
. S.H., MH.
14 ;’ggé;'/ilius Hokim Anggota 1: lka Ratna ORlOr\kjg,r. 03 Mar. 13 Mar.
Kip Utoml, S.H., M.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Bagus Raditya
. Wiradana, S.H. .
15 ggé;ﬁ,ius Hckim Anggqfq 1: Andre ;;Pg;) 03 Mar. 16 Mar.
Kip Bud!mon Panjaitan, S.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.
. ] . Selasa,
16 617/Pid.B/2 | Hakim Anggota 1: Josua 28 Feb. 06 Mar. 17 Mar.
022/PN Ktp | Natanael, S.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Andre
Budiman Panjaitan, S.H
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
. SARAGIH, S.H..M.H
> fz]gé;'/?,'ius Hakim Anggota 1: Aldilla OR]O:/’\:; | osMar |17 Mar.
Kip Anqmo, S.H., M.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Andre Budiman
. Panjaitan, S.H. .
18 fggg'f;gus Hoki.m Anggofo 1: Bagus OKQOIC\R.I;}, 07 Mar. 17 Mar.
Kip Rod.nyo Wiradana, S.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
) SH.MH.
19 gégﬁ,’i‘us/ Hok@m Anggqtq 1: Andre Sslho/\s;,' 14 Mar. 28 Mar.
Kip Bud!mon Panjaitan, S.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: [ka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Dhimas
. Nugroho Priyosukamto, S.H .
20 %gé;';?,,ius Hokim Anggqtq 1: Andre ]Kéol?/\'\;s;. 20 Mar. 30 Mar.
Kip Bud!mon Panjaitan, S.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Bagus
Raditya Wiradana, S.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
. SARAGIH, S.H..M.H
1 ?;gé;l/ilius Hakim Anggofo 1: Dhimas ]E_O,\E\):’r. 20 Mar. 30 Mar.
Kip Nugroho Priyosukamto, S.H 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
. S.H.M.H.
29 ?2284;%'3\;5 Hokim Anggota 1: lka Ratna ggllas;, 30 Mar. 12 Apr.
Kip Utom|,S.H., M.H. 0023 ) 2023 2023
Hakim Anggota 2: Andre
Budiman Panjaitan, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
) S.H.M.H.
23 ;ggl/dP.SNus/ Hakim Anggota 1: Andre gglﬁ\sgr’ 03 Apr. 11 Apr.
Kip Budiman Panjaitan, S.H. 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: [ka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shakfiana,
. SH.M.H.
o4 ;Sg&égl/i'ius Hakim Anggota 1: lka Ratna gglﬁ/\fr’ 04 Apr. 12 Apr.
Kip Utami, S.H., M.H. 0023 ’ 2023 2023
Hakim Anggotfa 2: Andre
Budiman Panjaitan, S.H.
Hakim Ketua: Aldilla Ananta,
. S.H., MH. .
05 gggﬁ;i‘uy Hakim Anggofo 1: Dhimas 05362'& 06 Apr. 17 Apr.
Kip Nugroho Priyosukamto, S.H 2023 : 2023 2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
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Hakim Ketua: Aldilla Ananta,
. S.H., M.H. .
2% ggg;/dﬁius/ Hakim Anggota 1: Dhimas ()SS)eQ\ISr 06 Apr. 17 Apr.
Kt Nugroho Priyosukamto, S.H 2023 : 2023 2023
P Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
. S.H.MH. .
97 gggﬁpi‘us/ Hakim Anggofta 1: Andre (I)(:;\ms, 10 Apr. 17 Apr.
o Budiman Panjaitan, S.H. 2023" 2023 2023
P Hakim Anggota 2: Bagus
Raditya Wiradana, S.H.
Hakim Ketua: Bagus Raditya
. Wiradana, S.H. .
08 gggﬁ:i‘m/ Hakim Anggota 1: Akhmad ]SOeQ\m, 13 Apr. 18 Apr.
” Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 202‘;“ 2023 2023
P Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Bagus Raditya
. Wiradana, S.H. .
29 gggzl/dP'SNUS/ Hakim Anggota 1: Akhmad ]Soe/rlm} 13 Apr. 18 Apr.
o Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 202'2 : 2023 2023
P Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Aldilla Ananta,
S.H., M.H. Rab
30 129/Pid.B/2 | Hakim Anggota 1: Josua 12 AU; 17 Apr. 28 Apr.
023/PNKip | Natanael, S.H. g 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H Rabu. 03
3] 75/Pid.B/202 Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Me'i 09 Mei. 23 Mei.
3/PN Kip Wiradana, S.H. 2023', 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: lwan Wardana, S.H.
83/Pid.Sus/20 Hokim Anggota 1: Andre Budiman Robu: 03 10 Mei. 16 Mei.
32 23/PN Kip Panjaitan, S.H. Mei. 2023 2023
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya 2023
Wiradana, S.H.
Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H. Kamis. 11
33 68/Pid.Sus/20 | Hakim Anggota 1: Dhimas Meil 15 Mei. 29 Mei.
23/PN Ktp Nugroho Priyosukamto, S.H 202:; 2023 2023
Hakim Anggota 2: ka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H. Selasa
34 622/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: lka Ratna 09 Iv\eil 16 Mei. 29 Mei.
022/PN Ktp Utami, S.H., M.H. 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H
Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H.,
MH. Kamis, 11
35 54/Pid.Sus/20 | Hakim Anggota 1: Josua Mei’ 17 Mei. 31 Mei.
23/PN Ktp Natanael, S.H. 2023', 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MA. Selasa
34 138/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Andre Budiman 16 Mei' 22 Mei. 05 Jun.
23/PN Ktp Panjaitan, S.H. 2023 : 2023 2023
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H., MH.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, SH.M.H Rabu. 17
37 11/Pid.Sus/20 | Hakim Anggota 1: Akhmad Meli 22 Mei. 05 Jun.
23/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 202:,‘) 2023 2023
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H.. MH.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H..M.H Rabu, 17
38 103/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Mei 24 Mei. 07 Jun.
023/PN Ktp Wiradana, S.H. 2023', 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H.
Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H. Kamis, 25
39 135/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Ika Ratna Meil 26 Mei. 09 Jun.
23/PN Ktp Utami, S.H., M.H. 2025 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
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Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H Rabu, 24
30/Pid.Sus/20 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, Mei 30 Mei. 12 Jun.
23/PN Ktp SH., MH. 202:,‘) 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas

Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH. Selasa
104/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 30 Iv\ei, 05 Jun. 16 Jun.
023/PN Ktp Panjaitan, S.H. 2023 : 2023 2023
Hakim Anggota 2: ka Ratna

Utami, S.H., M.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
175/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad Rabu, 07 08 Jun. 16 Jun.
023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Jun. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H. Selasa
188/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 13 Jun' 14 Jun. 20 Jun.
023/PN Ktp Wiradana, S.H. 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: Josua

Natanael, S.H.

Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H.,
M.H. Rabu, 01
110/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: lka Ratna Molr 19 Jun. 03 Jul. 2023
023/PN Ktp Utami, S.H., M.H. 2023' 2023 ’
Hakim Anggota 2: Akhmad

Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
176/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, Rabu, 14 19 Jun.
023/PN Ktp SH., MH. Jun. 2023 2023
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

208/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Andre Budiman | Kamis, 15 19 Jun.
23/PN Ktp Panjaitan, S.H Jun. 2023 2023
Hakim Anggota 2: lka Ratna
Utami, S.H., M.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
210/Pid.B/20 Hakim Anggofta 1: Bagus Raditya Kamis, 15 19 Jun.
23/PN Ktp Wiradana, S.H. Jun. 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H..M.H.
211/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Kamis, 15 19 Jun.
23/PN Ktp Wiradana, S.H. Jun. 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, SH.M.H
209/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Andre Budiman | Kamis, 15 20 Jun.
23/PN Ktp Panjaitan, S.H. Jun. 2023 2023
Hakim Anggota 2: ka Ratna
Utami, S.H., M.H.

Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H.

112/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Kamis, 15 21 Jun.
023/PN Ktp Wiradana, S.H. Jun. 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H.
Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H.

111/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya Kamis, 15 22 Jun.
023/PN Ktp Wiradana, S.H. Jun. 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

160/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Josua Senin, 19 22 Jun.
023/PN Ktp Natanael, S.H. Jun. 2023 2023
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H.. MH.

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H. Selasa
99/Pid.Sus/20 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 20 Junl 26 Jun. 06 Jul. 2023
23/PN Ktp Panjaitan, S.H. 2023 ’ 2023 ’
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,

S.H., MH.

40

41

42

43

44

45 03 Jul. 2023

46 03 Jul. 2023

47 03 Jul. 2023

48 03 Jul. 2023

49 03 Jul. 2023

50 05 Jul. 2023

51 03 Jul. 2023

52 03 Jul. 2023

53

. Hakim Ketua: Josua Natanael, S.H. .
;g%ﬁ'ig 20| Hakim Anggota 1: Dhimas senin, 03 1 65 1 2003 | 11 Jul. 2023

54
Nugroho Priyosukamto, S.H Jul. 2023
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Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
SH.. MH.

55

184/Pid.B/20
23/PN Kip

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.

Hakim Anggota 1: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Selasa,
04 Jul.
2023

10 Jul. 2023

17 Jul. 2023

56

125/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Kamis, 13
Jul. 2023

14 Jul. 2023

26 Jul. 2023

57

126/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Kamis, 13
Jul. 2023

14 Jul. 2023

26 Jul. 2023

58

132/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H

Kamis, 13
Jul. 2023

17 Jul. 2023

59

194/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H.,
M.H.

Hakim Anggota 1: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.

Kamis, 13
Jul. 2023

17 Jul. 2023

28 Jul. 2023

60

123/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H., MH.

Kamis, 13
Jul. 2023

18 Jul. 2023

28 Jul. 2023

61

133/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta,
SH., M.H.

Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Kamis, 13
Jul. 2023

18 Jul. 2023

28 Jul. 2023

62

133/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta,
SH.. MH.

Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Kamis, 13
Jul. 2023

18 Jul. 2023

28 Jul. 2023

63

161/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H.

Hakim Anggofa 1: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Anggota 2: Ika Ratna
Utami, S.H., M.H.

Kamis, 13
Jul. 2023

18 Jul. 2023

28 Jul. 2023

64

177/Pid.B/20
23/PN Kip

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H.. M.H.

Kamis, 20
Jul. 2023

26 Jul. 2023

08 Agu.
2023

65

178/Pid.B/20
23/PN Kip

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H

Kamis, 20
Jul. 2023

26 Jul. 2023

08 Agu.
2023

66

220/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H.

Hakim Anggota 1: Ika Ratna
Utami, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Senin, 24
Jul. 2023

31 Jul. 2023

10 Agu.
2023

67

204/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta,
S.H., MH.

Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H

Kamis, 27
Jul. 2023

02 Agu.
2023

10 Agu.
2023

68

205/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Kamis, 27
Jul. 2023

02 Agu.
2023

10 Agu.
2023
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Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
69 206/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, Kamis, 27 02 Agu. 14 Agu.
023/PN Ktp S.H., MH. Jul. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH. Selasa
70 235/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya o1 Agu, 04 Agu. 18 Agu.
023/PN Ktp Wiradana, S.H. 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H. .
. X " Kamis, 10
71 251/Pid.Sus/2 Hgklm Anggota 1: Bagus Raditya Agu. 15 Agu. 29 Agu.
023/PN Ktp Wiradana, S.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H., MH.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H Rabu. 09
7 258/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, Agl; 15 Agu. 28 Agu.
023/PN Ktp S.H., MH. 2023' 2023 2023
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H Rabu. 16
73 291/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman AgLIJ 21 Agu. 04 Sep.
023/PN Ktp Panjaitan, S.H. 2023' 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.MH. Selasa
74 300/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 15 Agu, 21 Agu. 04 Sep.
023/PN Ktp Panjaitan, S.H. 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: ka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Josua Natanael, S.H.
308/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, Senin, 14 21 Agu. 29 Agu.
75 | 23/PNKip S.H., MH. AQU- 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas 2023
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H. Selasa
76 268/Pid.B/20 Hakim Anggotfa 1: Andre Budiman 22 Agul 22 Agu. 04 Sep.
23/PN Ktp Panjaitan, S.H. 2023 ' 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H Rabu. 16
77 289/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman AgL; 22 Agu. 05 Sep.
023/PN Ktp Panjaitan, S.H. 2023' 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H Rabu. 16
78 292/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Dhimas Agl; 22 Agu. 05 Sep.
023/PN Ktp Nugroho Priyosukamto, S.H 2023' 2023 2023
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H. Selasa
79 319/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad 15 Agu' 22 Agu. 05 Sep.
023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 2023 ’ 2023 2023
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.
Hakim Ketua: Josua Natanael, S.H.
go | 221/Pidsus/2 | paKim Anggoid 1: Andre senin 211 59 agu. 04 Sep.
023/PN Kip ud!mon Panjaitan, SH Agu. 2023 2023
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta, 2023
S.H., MH.
Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H. Senin. 21
8] 259/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad AgL; 28 Agu. 11 Sep.
023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 2023' 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H. "
. X Senin, 28
82 301/Pid.Sus/2 Hoklm Anggota 1: lka Ratha AQU. 29 Agu. 11 Sep.
023/PN Ktp Utami, S.H., M.H. 2023 2023 2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H.,
M.H. Senin, 28
83 334/Pid.Sus/2 | Hakim Anggotfa 1: Andre Agl; 29 Agu. 12 Sep.
023/PN Ktp Budiman Panjaitan, S.H. 2023' 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
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Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H.,
M.H. Senin, 28
335/Pid.Sus/2 | Hakim Anggotfa 1: Andre e;m, 29 Agu. 12 Sep.
023/PNKip | Budiman Panjaitan, $.H. s 2023 2023
Hakim Anggota 2: Dhimas

Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.

256/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman | 29/08/20
023/PN Ktp Panjaitan, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

282/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 28/08/20
23/PN Ktp S.H., MH. 23
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.

263/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 29/08/20
023/PN Ktp Panjaitan, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.

257/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman | 29/08/20
023/PN Ktp Panjaitan, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
293/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 04/09/20
023/PN Ktp Wiradana, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H., MH.

80/Pid.C/202 | Hakim Tunggal: Akhmad Bangun 08/09/20
3/PN Ktp Sujiwo, S.H., M.H. 23

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.

274/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Akhmad 18/07/20
23/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 23
Hakim Anggota 2: ka Ratna
Utami, S.H., M.H.

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.

351/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman | 05/09/20
023/PN Ktp Panjaitan, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
297/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 06/09/20
23/PN Ktp SH., MH. 23
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

373/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: lka Ratna 13/09/20
023/PN Ktp Utami, S.H., M.H. 23
Hakim Anggotfa 2: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

372/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 13/09/20
023/PN Ktp Wiradana, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
371/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad 13/09/20
023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 23
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H.. M.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

361/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad 13/09/20
023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 23
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H.. MH.

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.

380/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Josua 19/09/20
023/PN Ktp Natanael, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

84

85 04/09/2023 | 18/09/2023

86 04/09/2023 | 18/09/2023

87 04/09/2023 | 18/09/2023

88 05/09/2023 | 19/09/2023

89 07/09/2023 | 19/09/2023

20

91 11/09/2023 | 25/09/2023

92 12/09/2023 | 25/09/2023

93 12/09/2023 | 25/09/2023

94 19/09/2023 | 03/10/2023

95 19/09/2023 | 03/10/2023

96 19/09/2023 | 03/10/2023

97 19/09/2023 | 03/10/2023

98 22/09/2023 | 04/10/2023
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Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.
354/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 19/09/20
100 023/PN Kip Panjaitan, S.H. 23 25/09/2023 | 04/10/2023
Hakim Anggota 2: Ika Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.
288/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad 21/09/20
101 023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 23 27/09/2023 | 09/10/2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.
287/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad 21/09/20
102 023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 23 27/09/2023 | 09/10/2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Dhimas Nugroho
Priyosukamto, S.H
411/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 25/09/20
103 23/PN Kip Wiradana., S.H. 23 02/10/2023 | 16/10/2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Dhimas Nugroho
Priyosukamto, S.H
410/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 25/09/20
104 23/PN Kip Wiradana., S.H. 23 02/10/2023 | 16/10/2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.
374/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 26/09/20
105 023/PN Kip SH. MH. 23 02/10/2023 | 06/10/2023
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.M.H.
224/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 02/10/20
106 023/PN Kip Panjaitan, S.H. 23 06/10/2023 | 19/10/2023
Hakim Anggota 2: lka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.
223/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 02/10/20
107 023/PN Kip Panjaitan, S.H. 23 06/10/2023 | 19/10/2023
Hakim Anggota 2: Ika Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.
225/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 02/10/20
108 023/PN Kip Panjaitan, S.H. 23 06/10/2023 | 20/10/2023
Hakim Anggota 2: ka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.
222/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 02/10/20
109 023/PN Kip Panjaitan, S.H. 23 06/10/2023 | 20/10/2023
Hakim Anggota 2: ka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
383/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 04/10/20
110 023/PN Kip Wiradana, S.H. 23 06/10/2023 | 20/10/2023
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H., M.H.
Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H.
402/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 04/10/20
111 023/PN Kip Wiradana, S.H. 23 09/10/2023 | 23/10/2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H.
350/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 04/10/20
112 023/PN Kip Wiradana. S.H. 23 09/10/2023 | 23/10/2023
Hakim Anggota 2: ka Ratna
Utami, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Aldilla Ananta, SH.,
M.H.
349/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Josua 02/10/20
113 023/PN Kip Natanael. S.H. 23 09/10/2023 | 23/10/2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H.,
114 392/Pid.Sus/2 | MH. 09/10/20
023/PN Ktp Hakim Anggota 1: Andre Budiman 23
Panjaitan, S.H.
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Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
362/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 04/10/20
115 023/PN Kip Wiradana, S.H. 23 10/10/2023 | 24/10/2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: Ika Ratna Utami,
SH., MH.
321/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad 05/10/20
116 023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 23 10/10/2023 | 24/10/2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.
417/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad 17/10/20
17 023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 23 19/10/2023 | 02/11/2023
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H., MH.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.
414/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 17/10/20
118 023/PN Kip SH. M.H. 23 20/10/2023 | 03/11/2023
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.
413/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 17/10/20
119 023/PN Kip Panjaitan, S.H. 23 20/10/2023 | 03/11/2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.
416/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Dhimas 17/10/20
120 023/PN Ktp Nugroho Priyosukamto, S.H 23 23/10/2023 | 06/11/2023
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.
415/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Andre Budiman 17/10/20
121 023/PN Kip Panjaitan, S.H. 23 23/10/2023 | 06/11/2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.
382/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Akhmad 19/10/20
122 023/PN Ktp Bangun Sujiwo, S.H., M.H. 23 24/10/2023 1| 07/11/2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H.
476/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 23/10/20
123 023/PN Kip SH. MH. 23 26/10/2023 | 09/11/2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H.
475/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 23/10/20
124 023/PN Kip SH., M.H. 23 26/10/2023 | 10/11/2023
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.
397/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 25/10/20
125 023/PN Kip SH., MH. 23 27/10/2023 | 10/11/2023
Hakim Anggota 2: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.
337/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 25/10/20
126 023/PN Kip SH. M.H. 23 27/10/2023 | 10/11/2023
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.
398/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 25/10/20
127 023/PN Kip SH. M.H. 23 01/11/2023 | 15/11/2023
Hakim Anggotfa 2: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.
396/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 25/10/20
128 023/PN Kip SH., M.H. 23 01/11/2023 | 15/11/2023
Hakim Anggota 2: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.
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129

446/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: Akhmad Bangun
Sujiwo, S.H., M.H.

Hakim Anggota 1: Ika Ratna
Utami, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H

08/11/20
23

13/11/2023

27/11/2023

130

470/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H

08/11/20
23

13/11/2023

27/11/2023

131

452/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.

15/11/20
23

20/11/2023

04/12/2023

132

408/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Anggota 1: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H

20/11/20
23

23/11/2023

07/12/2023

133

407/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Anggota 1: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H

20/11/20
23

23/11/2023

07/12/2023

134

357/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.

Hakim Anggota 1: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.

21/11/20
23

23/11/2023

07/12/2023

135

483/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.M.H.

Hakim Anggota 1: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

21/11/20
23

24/11/2023

08/12/2023

136

484/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.

Hakim Anggota 1: Josua
Natanael, S.H.

Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

21/11/20
23

27/11/2023

01/12/2023

137

447 /Pid.B/20
23/PN Kip

Hakim Ketua: Ika Ratna Utami,
SH.. MH.

Hakim Anggota 1: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H

23/11/20
23

27/11/2023

11/12/2023

138

479/Pid.B/20
23/PN Ktp

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.

Hakim Anggota 1: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Anggota 2: Aldilla Ananta,
S.H.. MH.

23/11/20
23

28/11/2023

11/12/2023

139

528/Pid.Sus/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.

Hakim Anggofa 1: Andre Budiman
Panjaitan, S.H.

Hakim Anggota 2: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

06/12/20
23

11/12/2023

22/12/2023

140

488/Pid.SUs/2
023/PN Kip

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.M.H.

Hakim Anggota 1: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.

06/12/20
23

11/12/2023

22/12/2023

141

487/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H

Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta,
S.H., MH.

Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.

06/12/20
23

11/12/2023

22/12/2023

142

546/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

Hakim Anggota 1: lka Ratna
Utami, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H

18/12/20
23

20/12/2023

03/01/2024

143

531/Pid.Sus/2
023/PN Ktp

Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
SH.MH.

Hakim Anggota 1: Ika Ratna
Utami, S.H., M.H.

20/12/20
23

21/12/2023

04/01/2024
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Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
394/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 20/12/20
023/PN Ktp Wiradana, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
393/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Bagus Raditya 20/12/20
023/PN Ktp Wiradana, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Ega Shaktiana,
S.H.M.H.

535/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: lka Ratna 05/09/20
023/PN Ktp Utami, S.H., M.H. 23
Hakim Anggota 2: Josua
Natanael, S.H.

Hakim Ketua: Aldilla Ananta, S.H.,
M.H.

532/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Josua 19/12/20
023/PN Ktp Natanael, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.
Hakim Ketua: Bagus Raditya
Wiradana, S.H.

524/Pid.B/20 Hakim Anggota 1: Andre Budiman 20/12/20
23/PN Ktp Panjaitan, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Ika Ratna
Utami, S.H., M.H.

Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
455/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Josua 20/12/20
023/PN Ktp Natanael, S.H. 23
Hakim Anggota 2: Dhimas
Nugroho Priyosukamto, S.H
Hakim Ketua: NIKO HENDRA
SARAGIH, S.H.M.H
454/Pid.Sus/2 | Hakim Anggota 1: Aldilla Ananta, 20/12/20
023/PN Ktp S.H., MH. 23
Hakim Anggota 2: Akhmad
Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

144 27/12/2023 | 10/01/2024

145 27/12/2023 | 10/01/2024

146 27/12/2023 | 10/01/2024

147 27/12/2023 | 10/01/2024

148 27/12/2023 | 10/01/2024

149 27/12/2023 | 10/01/2024

27/12/2023 | 10/01/2024

Sumber : Laporan Empat Bulanan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 terdapat 149 Perkara yang mengajukan upaya
hukum Banding, dimana 132 Perkara telah diputus oleh Pengadilan
Tinggi Pontianak dan 17 Perkara masih dalam proses pemeriksaan
ditingkat banding.

b) Pidana Khusus Anak Yang Mengajukan Banding

N Rincian
omor . .
No Perkara Nama Hakim / Majelis butusan | Permoho | Keterang
nan an
7/Pid.Sus- . . Senin,
1| Anak/2023/ Efokr'r':i‘ LUQQ%AOL‘ lka Ratna 10 Apr. ”20‘;'2“ Di Cabut
PN Ktp cTe 2023

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 terdapat 1 Perkara Pidana Khusus-Anak yang
mengajukan upaya hukum Banding, dimana 1 Perkara diajukan
permohonan dan telah dicabut sebelum berkas dikirim, sehingga
berkas banding tidak dikirim ke Pengadilan Negeri Pontianak oleh
Pengadilan Pengadilan Negeri Ketapang. Dan Perkara Pidana yang
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Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Negeri
Ketapang adalah 555 Perkara dari total 705 Perkara Pidana yang
telah di putus, yang terdiri dari 538 Perkara dari total 687 Perkara
Pidana Biasa yang telah diputus, dan 17 Perkara dari total 18
Perkara Pidana Khusus Anak yang telah diputus. Sehingga diperoleh
persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 78,72%.

b. Realisasi dan Capaian Kinerja
Berdasarkan data Perkara Perdata dan Perkara Pidana yang telah di
paparkan diatas, maka dapat dibuat tabel rekapitulasi realisasi dan capaian
pada Indikator Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengaukan Upaya
Hukum Banding, sebagai berikut :

Persentase
Y Tidak
_ Jumlah _ Tidak ang “lca
No. | Jenis Perkara Mengajukan . Mengajukan
Putus Mengajukan .
Banding
(%)
Perdata
1. 44 9 35 79,54
Gugatan
2. | Pidana Biasa 687 149 538 78,31
Pidana Khusus
3. 18 1 17 94,44
Anak
Jumlah 749 159 590 78,77

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan tabel diatas, pada Perkara Perdata Gugatan jumlah perkarayang
tidak mengajukan Banding sebanyak 35. Jumlah Perkara Pidana Biasa yang
tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebanyak 538 Perkara
sedangkan untuk Perkara Pidana Khusus Anak terdapat 17 Perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum Banding. Total perkara yang tidak
mengaj ukan upaya hukum adalah 590 atau 78,77% dari total perkara yang
ditangani, sedangkan target yang ditetapkan pada kinerja tahun 2023 adalah
90%.

Tabel perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11
dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada
Indikator Sasaran Persentase Perkara Y ang Tidak Menga ukan Upaya Hukum
Banding, sebagai berikut :
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Indikator Kinerja,
Persentase Perkara Target Realisasi Capaian
No Yang Tidak (%) (%) (%)
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

1 2021 80 78,73 98,41
2 2022 85 90,02 112,69
3 2023 90 78,77 87,52

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Tabel diatas menunjukkan bawah Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada Tahun 2023
adalah sebesar 78,77% dan Capaian Kinerja pada indikator ini adalah
87,52%.

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat
dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Tahun 2023

Tahun 2022

Tahun 2021

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
a. Keadaan Perkara Pada Tingkat Kasasi
Keadaan Perkara Tingkat Kasas pada Pengadilan Negeri Ketapang
sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

1) Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi Tahun 2023
Berikut ini adalah detail rincian Perkara Perdata yang Mengajukan

Kasasi di Tahun 2023:
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Tanggal
Nomor Pemberitah
No Perkara | Penerimaan Putusan van Bunyi | Permohonan | Pengiriman
Berkas PT PN/PT Putusan PN Kasasi Berkas
/ PT
Selasa, 25 Selasa, 25
19/Pdt.G ¢ ¢
1 /2022/PN - Okt. 2022 Okt. 2022 15 Feb. 2023 31 Mar. 2023
Ktp Kamis, 02 Kamis, 02
Feb. 2023 Mar. 2023
Selasa, 28 Selasa, 25
34/Pdt.G . ! ¢ .
2 12022/PN Semr;blz‘;Jun‘ Mar. 2023 Okt. 2022 04 Jul. 2023 somgb;;
Ktp Selasa, 28 Rabu, 12 Apr. el.
Mar. 2023 2023
2/Pdt.G/ 27/07/2023 27/07/2023
3 2023/PN 06/10/2023 11/10/2023 21/11/2023
Ktp 05/10/2023 | 11/10/2023

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun
2023 terdapat 3 perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya
hukum kasasi Dan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Ketapang adalah 41 Perkara dari
total 44 Perkara Perdata yang telah di putus, sehingga diperoleh

persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 93,18%

2) Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi Tahun 2023
Berikut ini adalah detail rincian Perkara Pidana yang Mengajukan
Kasasi di Tahun 2023:

a) Pidana Biasa Yang Mengajukan Kasasi

Tanggal
No Nomor . Pemberitahu | b oo .
Perkara Penerimaan Putusan an Bunyi nan Pengirim
Berkas PT PN/PT Putusan PN / . an Berkas
Kasasi
PT
. Rabu, 30 Rabu, 30 Nov.
A7/PASUS | g0l 0sq, 17 Jan. | Nov.2022 | 2022 24 Jan. 02 Feb.
! 12022/PN 2023 2023 2023
Ktp Selasa, 10 Kamis, 19 Jan.
Jan. 2023 2023
. Selasa, 01 Rabu, 09 Nov.
428/PIASUs | qonin 26 Des. | Nov.2022 | 2022 17 Jan. 31 Jan.
2 /2022/PN 2022 2023 2023
Ktp Rabu, 14 Rabu, 04 Jan.
Des. 2022 2023
. Rabu, 07 Selasa, 13 Des.
AS7/PASUs | oo hsa, 24 Jan. | Des.2022 | 2022 30 Jan. 08 Feb.
& /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Selasa, 17 Rabu, 25 Jan.
Jan. 2023 2023
. Selasa, 06 Kamis, 08 Des.
461/PASUs | qoin 30 Jan. | Des.2022 | 2022 14 Feb. 27 Feb.
4 12022/PN 2023 2023 2023
Ktp Kamis, 19 Kamis, 02 Feb.
Jan. 2023 2023
. Selasa, 06 Selasa, 06 Des.
462/PidSUs | qoin 30 Jan. | Des.2022 | 2022 08 Feb. 15 Feb.
5 /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Kamis, 19 Kamis, 02 Feb.
Jan. 2023 2023
6 Selasa, 07 Feb. Rabu, 14 Rabu, 14 Des. 16 Feb. 06 Mar.
2023 Des. 2022 2022 2023 2023
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453200/;'2?'555 Selasa, 31 Kamis, 09 Feb.
Jan. 2023 2023
Ktp
. Kamis, 29 Kamis, 29 Des.
463/PIASUs | oo in 06 Mar. | Des.2022 | 2022 21 Mar. 03 Apr.
/ /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Kamis, 23 Kamis, 09 Mar.
Feb. 2023 2023
. Jumat, 20 Jumat, 20 Jan.
503/Pid Sus Jumat, 10 Mar. | Jan. 2023 2023 27 Mar. 05 Apr.
8 | /[2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Kamis, 02 Rabu, 15 Mar.
Mar. 2023 2023
. Kamis, 19 Kamis, 19 Jan.
500/Pid.Sus Selasa, 21 Mar. | Jan. 2023 2023 10 Apr. 17 Apr.
? /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Kamis, 09 Rabu, 29 Mar.
Mar. 2023 2023
. Kamis, 26 Kamis, 26 Jan.
S19/PIASUs | ¢oinsa, 21 Mar. | Jan.2023 | 2023 11 Apr. 04 Mei.
10| /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Kamis, 09 Selasa, 28 Mar.
Mar. 2023 2023
. Kamis, 12 Kamis, 12 Jan.
520/Pid Sus Jumat, 24 Mar. | Jan. 2023 2023 06 Apr. 12 Apr.
1| /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Rabu, 15 Rabu, 29 Mar.
Mar. 2023 2023
. Kamis, 16 Kamis, 16 Feb.
o’ 5;‘2055'2%55 Senin, 10 Apr. | Feb.2023 | 2023 18 Apr. 04 Mei.
Kt 2023 Kamis, 30 Jumat, 14 Apr. 2023 2023
P Mar. 2023 | 2023
" Rabu, 15 Rabu, 15 Feb.
578/PIdSus | conin 10 Apr. | Feb.2023 | 2023 18 Apr. 04 Mei.
13 | /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Rabu, 29 Jumat, 14 Apr.
Mar. 2023 2023
) 6?%;'2‘3'F§NUS 16 Mei. 07 Jun.
2023 2023
Ktp
. Rabu, 22 Rabu, 22 Feb.
606/PidSus | ¢ 1iq, 18 Apr. | Feb.2023 | 2023 10 Mei. 24 Mei.
15 | /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Rabu, 05 Rabu, 03 Mei.
Apr. 2023 2023
. Senin, 27 Senin, 27 Feb.
624/PidSUs |y e 07 Apr. | Feb.2023 | 2023 15 Mei. 07 Jun.
16| /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Rabu, 12 Rabu, 03 Mei.
Apr. 2023 2023
. Rabu, 01 Rabu, 01 Mar.
600/PIdSus | s, 04 Mei. | Mar.2023 | 2023 16 Mei. 07 Jun.
17| /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Kamis, 13 Kamis, 11 Mei.
Apr. 2023 2023
Selasa, 28 Selasa, 28 Feb.
18 617/Pid.B/2 Kamis, 27 Apr. Feb. 2023 2023 16 Mei. 07 Jun.
022/PN Kip 2023 RabU. 12 | Jumat. 05 Mer. 2023 2023
Apr. 2023 2023
. Rabu, 15 Rabu, 15 Mar.
O19/PIdSUs | oy, 24 Mei. | Mar.2023 | 2023 29 Mei. 12 Jun.
19| /2022/PN 2023 2023 2023
Ktp Rabu, 10 Rabu, 24 Mei.
Mei. 2023 2023
. Senin, 03 Senin, 03 Apr.
A2/PIASUS/ | oy, 24 Mei. | Apr.2023 | 2023 05 Jun. 16 Jun.
20 | 2023/PN 2023 2023 2023
Ktp Selasa, 16 Kamis, 25 Mei.
Mei. 2023 2023
. Selasa, 28 Selasa, 28 Mar.
12/PiSus/ | poby 17 Mei. | Mar.2023 | 2023 06 Jun. 22 Jun.
21 2023/PN 2023 2023 2023
Ktp Kamis, 04 Rabu, 24 Mei.
Mei. 2023 2023
. Kamis, 06 Kamis, 06 Apr.
26/Pid.Sus/ Rabu, 07 Jun. Apr. 2023 2023 13 Jun. 19 Jun.
22| 2023/PN 2023 2023 2023
Ktp Senin, 29 Senin, 12 Jun.
Mei. 2023 2023
. Senin, 10 Senin, 10 Apr.
S9/PIASUS/ | oy, 07 Jun. | Apr.2023 | 2023 14 Jun. 19 Jun.
23 | 2023/PN 2023 2023 2023
Ktp Senin, 29 Senin, 12 Jun.
Mei. 2023 2023
. Senin, 10 Senin, 10 Apr.
58/Pid.Sus/
o4 2023/PN Robgb%Jun‘ Apr. 2023 2023 1;5;;. 04 Jul. 2023
Ktp Senin, 29 Jumat, 09 Jun.
Mei. 2023 2023
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. Kamis, 11 Kamis, 11 Mei.
54/Pid.Sus/ e !
Rabu,05Jul. | Mei.2023 | 2023
25 QOQK?/PN 093 o 25T Ko 08 JuT 11 Jul.2023 | 14 Jul. 2023
P Jun.2023 | 2023
. Kamis, 11 Kamis, 11 Mei.
68/Pid.Sus/ ) nis, '
Senin, 17 Jul. | Mei.2023 | 2023 02 Agu.
26| 202N 2023 Selasa, 27 | Jumat, 21 Jul. | 244U 2023 2023
P Jun.2023 | 2023
Selasa, 16 Selasa, 16 Mei.
138/PidB/2 | Senin, 17Jul. | Mei.2023 | 2023 14 Agu.
27| 023/PNKip 2023 Rabu, 05 | Selasa, 18Jul. | 22342023 2023
Jul. 2023 2023
. Selasa, 09 Selasa, 09 Mei.
622/Pid.Sus . -
Senin, 17 Jul. Mei. 2023 2023 07 Agu.
2 |/ 20%2/ PN 2023 Senin, 26 | Selasa, 18 Jul. | 267U 2023 2023
P Jun.2023 | 2023
Kamis, 15 Kamis, 15 Jun.
208/Pid.B/2 Senin, 24 Jul. Jun. 2023 2023 16 Agu.
2 023/PN Kip 2023 Kamis, 13 Rabu, 26 Jul. 27 Jul. 2023 2023
Jul. 2023 2023
Kamis, 15 Kamis, 15 Jun.
209/Pid.B/2 | Senin,24Jul. | Jun.2023 | 2023 16 Agu.
30 1 023/PN Kip 2023 Kamis, 13| Rabu, 26 Jul. 27 Jul. 2023 2023
Jul. 2023 2023
Kamis, 15 Kamis, 15 Jun.
210/Pid.B/2 | Selasa, 18 Jul. | Jun.2023 | 2023 16 Agu.
311 023/PN Kip 2023 Kamis, 13| Rabu, 26 Jul. 27 Jul. 2023 2023
Jul. 2023 2023
Kamis, 15 Kamis, 15 Jun.
211/Pid.B/2 Selasa, 18 Jul. Jun. 2023 2023 16 Agu.
32 1 023/PN Kip 2023 Karmis, 13| Selasa, 25 Jul, | 2/ 342023 2023
Jul. 2023 2023
. Rabu, 24 Rabu, 24 Mei.
30/Pid.Sus/ ) :
Senin, 24 Jul. Mei. 2023 2023 18 Agu.
33 QOQK% PN 2023 Jumat, 14| Rabu, 26 Jul. | ! JUl-2023 2023
Jul. 2023 2023
" Senin, 19 Senin, 19 Jun.
34 ]fgggjﬁﬁs Senin, 31 Jul. | Jun.2023 | 2023 03 Agu. 23 Agu.
Kt 2023 Selasa, 25 Selasa, 01 Agu. 2023 2023
P Jul. 2023 2023
. Rabu, 17 Rabu, 17 Mei.
55 ]?2355'3‘;"5;:5 Senin, 31 Jul. | Mei.2023 | 2023 07 Agu. 23 Agu.
p 2023 Senin, 24 Rabu, 02 Agu. 2023 2023
P Jul. 2023 2023
. Rabu, 17 Rabu, 17 Mei.
» ”26'23/'§,‘,f/ Senin, 31 Jul. | Mei.2023 | 2023 08 Agu. 25 Agu.
Kt 2023 Senin, 24 Rabu, 02 Agu. 2023 2023
P Jul. 2023 2023
) Selasa, 20 Selasa, 20 Jun.
37 9;€23/§ﬁ/ Kamis, 03 Agu. | Jun. 2023 2023 18 Agu. 08 Sep.
Ki 2023 Senin, 31 Rabu, 09 Agu. 2023 2023
P Jul. 2023 2023
. Kamis, 13 Kamis, 13 Jul.
%8 ]/3%55';55 Rabu, 16 Agu. | Jul. 2023 2023 23 Agu. 08 Sep.
Kt 2023 Kamis, 10 Selasa, 22 Agu. 2023 2023
P Agu.2023 | 2023
. Kamis, 13 Kamis, 13 Jul.
123/PidSus | poiu, 16 Agu. | Jul. 2023 2023 28 Agu. 19 Sep.
39 | /2023/PN 2023 2023 2023
Ktp Kamis, 10 Selasa, 22 Agu.
Agu.2023 | 2023
194/Pid SUs 13/07/2023 13/07/2023
40 | /2023/PN 24/08/2023 05/09/2023 | 19/09/2023
Kip 16/08/2023 29/08/2023
161/Pid.Sus 13/07/2023 13/07/2023
41 | /2023/PN - 08/09/2023 | 27/09/2023
Ktp 30/08/2023 07/09/2023
126/Pid.SUs 13/07/2023 13/07/2023
42 | /2023/PN 24/08/2023 12/09/2023 | 27/09/2023
Ktp 16/08/2023 29/08/2023
206/Pid.Sus 27/07/2023 27/07/2023
43 | /2023/PN 08/09/2023 19/09/2023 | 05/10/2023
Kto 31/08/2023 12/09/2023
205/Pid.Sus 27/07/2023 27/07/2023
44 | /2023/PN 08/09/2023 19/09/2023 | 05/10/2023
Kto 31/08/2023 13/09/2023
204/Pid.Sus 27/07/2023 27/07/2023
45 | /2023/PN 08/09/2023 19/09/2023 | 05/10/2023
Kto 31/08/2023 12/09/2023
' 20/07/2023 20/07/2023
46 éggfﬁ'ﬁf{ 2| 08/09/2023 25/09/2023 | 17/10/2023
P 31/08/2023 12/09/2023
47 08/09/2023 20/07/2023 20/07/2023 25/09/2023 | 17/10/2023
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177/Pid.B/2
Soaon Ko 31/08/2023 | 13/09/2023
235/Pid.Sus 01/08/2023 |  01/08/2023
48 | /2023/PN 18/09/2023 02/10/2023 | 26/10/2023
Kip 13/09/2023 | 21/09/2023
220/Pid.Sus 24/07/2023 | 24/07/2023
49 | /2023/PN 21/09/2023 03/10/2023 | 26/10/2023
Kip 14/09/2023 | 25/09/2023
258/Pid.Sus 09/08/2023 |  09/08/2023
50 | /2023/PN 25/09/2023 09/10/2023 | 07/11/2023
Kip 20/09/2023 | 27/09/2024
251/Pid.Sus 10/08/2023 |  10/08/2023
51| /2023/PN 02/10/2023 16/10/2023 | 07/11/2023
Kip 21/09/2023 | 06/10/2023
319/Pid.Sus 15/08/2023 | 15/08/2023
52 | /2023/PN 02/10/2023 16/10/2023 | 07/11/2023
Kip 21/09/2023 | 09/10/2023
. 22/08/2023 | 22/08/2023
53 gggﬁ'ﬁg{z 02/10/2023 17/10/2023 | 08/11/2023
P 21/09/2023 06/10/2023
292/Pid.Sus 16/08/2023 | 16/08/2023
54 | /2023/PN 11/10/2023 24/10/2023 | 08/11/2023
Kip 05/10/2023 |  16/10/2023
291/Pid.Sus 16/08/2023 | 16/08/2023
55 | /2023/PN 11/10/2023 24/10/2023 | 08/11/2023
Kip 05/10/2023 |  17/10/2023
289/Pid.Sus 16/08/2023 | 16/08/2023
56 | /2023/PN 11/10/2023 24/10/2023
Kip 05/10/2023 |  17/10/2023
259/Pid.Sus 21/08/2023 |  21/08/2023
57 | /2023/PN 11/10/2023 26/10/2023 | 20/11/2023
Kip 05/10/2023 |  17/10/2023
. 14/08/2023 | 14/08/2023
58 Sggﬁﬁﬁ{z 02/10/2023 26/10/2023
P 21/09/2023 09/10/2023
221/Pid.Sus 21/08/2023 |  21/08/2023
59| /2023/PN 11/10/2023 27/10/2023 | 20/11/2023
Kip 05/10/2023 |  17/10/2023
262/Pid.Sus 30/08/2023 |  30/08/2023
60 | /2023/PN 16/10/2023 01/11/2023 | 20/11/2023
Kip 12/10/2023 | 23/10/2023
257/Pid.Sus 29/08/2023 | 29/08/2023
61 | /2023/PN 16/10/2023 01/11/2023 | 20/11/2023
Kip 111002023 | 23/10/2023
335/Pid.Sus 28/08/2023 |  28/08/2023
62 | /2023/PN 16/10/2023 02/11/2023 | 29/11/2023
Kip 10/10/2023 | 25/10/2023
334/Pid.Sus 28/08/2023 |  28/08/2023
63 | /2023/PN 16/10/2023 02/11/2023 | 29/11/2023
Kip 10/10/2023 | 23/10/2023
301/Pid.Sus 28/08/2023 |  28/08/2023
64 | 12023/PN 16/10/2023 02/11/2023
Kip 10/10/2023 | 23/10/2023
. 28/08/2023 |  28/08/2023
65 gggﬁ'ﬁf{? 23/10/2023 03/11/2023 | 01/12/2023
P 121002023 | 27/10/2023
256/Pid.Sus 29/08/2023 |  29/08/2023
66 | /2023/PN 23/10/2023 07/11/2023 | 06/12/2023
Kip 12/10/2023 | 26/10/2023
373/Pid.Sus 13/09/2023 | 13/09/2023
67 | /2023/PN 23/10/2023 07/11/2023 | 06/12/2023
Kip 17/10/2023 | 30/10/2023
351/Pid.Sus 05/09/2023 |  05/09/2023
68 | /2023/PN 27/10/2023 13/11/2023 | 08/12/2023
Kip 23/10/2023 | 07/11/2023
293/Pid.Sus 04/09/2023 |  04/09/2023
69 | 72023/PN 16/10/2023 13/11/2023 | 08/12/2023
Kip 12/10/2023 | 24/10/2023
. 04/09/2023 | 04/09/2023
70 g;gﬁ'ﬁfﬁ 25/10/2023 13/11/2023 | 08/12/2023
p 19/10/2023 07/11/2023
361/Pid.Sus 13/09/2023 | 13/09/2023
71| /2023/PN 27/10/2023 14/11/2023
Kip 25/10/2023 |  07/11/2023
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a1 PdE)2 25/09/2023 | 25/09/2023

72 | e 13/11/2023 24/11/2023 | 22/12/2023
P 07/11/2023 | 21/11/2023
. 25/09/2003 |  25/09/2023

73 g;gﬁﬁ%ﬂ 13/11/2023 24/11/2023 | 22/12/2023
P 07/11/2023 | 21/11/2023
380/Pid.Sus 19/09/2023 19/09/2023

74 | /2023/PN 08/11/2023 24/11/2023 | 22/12/2023
Kip 31/10/2023 | 21/11/2023
374/Pid.Sus 26/09/2023 | 26/09/2023

75 | /2023/PN 08/11/2023 24/11/2023 | 22/12/2023
Kip 3171072023 | 23/11/2023
371/Pid.Sus 13/09/2023 | 13/09/2023

76 | /2023/PN 08/11/2023 2471172023 | 22/12/2023
Kip 31/10/2023 | 20/11/2023
288/Pid.Sus 21/09/2023 | 21/09/2023

77 | /2023/PN 08/11/2023 271172023 | 27/12/2023
Kip 31/10/2023 | 21/11/2023
287/Pid.Sus 21/09/2023 | 21/09/2023

78 | /2023/PN 08/11/2023 04/12/2023 | 03/01/2024
Kip 31/10/2023 | 20/11/2023
383/Pid.Sus 04/10/2023 |  04/10/2023

79 | /2023/PN 15/11/2023 11/12/2023 | 10/01/2024
Kip 09/11/2023 |  05/12/2023
350/Pid.Sus 04/10/2023 |  04/10/2023

80 | /2023/PN 14/11/2023 11/12/2023 | 10/01/2024
Kip 16/11/2023 | 06/12/2023
416/Pid.Sus 171002023 | 17/10/2023

81 | /2023/PN 07/12/2023 19/12/2023 | 12/01/2024
Kip 30/11/2023 | 15/12/2023
413/Pid.Sus 17/10/2023 | 17/10/2023

82 | /2023/PN 07/12/2023 19/12/2023 | 12/01/2024
Ktp 30/11/2023 | 15/12/2023
225/Pid.Sus 02/10/2023 |  02/12/2023

83 | /2023/PN 22/11/2023 20/12/2023 | 16/01/2024
Kip 14112003 | 13/12/2023
224/Pid.Sus 02/10/2023 |  02/10/2023

84 | /2023/PN 22/11/2023 20/12/2023 | 16/01/2024
Kip 14112003 | 13/12/2023
223/Pid.Sus 02/10/2023 |  02/10/2023

85 | /2023/PN 22/11/2023 20/12/2023 | 16/01/2024
Kip 14/11/2023 | 13/12/2023
222/Pid.Sus 02/10/2023 |  02/10/2023

86 | /2023/PN 22/11/2023 20/12/2023 | 16/01/2024
Kip 14/11/2023 | 13/12/2023
362/Pid.Sus 04/10/2023 |  04/10/2023

87 | /2023/PN 04/12/2023 21/12/2023 | 19/01/2024
Kip 23/11/2023 | 15/12/2023
354/Pid.Sus 19/09/2023 | 19/09/2023

88 | /2023/PN 02/11/2023 22/12/2023 | 19/01/2024
Kip 30/10/2023 | 20/12/2023
402/Pid.Sus 04/10/2023 |  04/10/2023

89 | /2023/PN 22/11/2023 27/12/2023 | 26/01/2024
Kip 14112003 | 13/12/2023
417/Pid.Sus 17/10/2023 | 17/10/2023

90 | /2023/PN 07/12/2023 28/12/2023 | 26/01/2024
Kip 291172003 | 15/12/2023
415/Pid.Sus 17/10/2023 17/10/2023

91 | /2023/PN 07/12/2023 28/12/2023 | 26/01/2024
Kip 30/11/2003 | 18/12/2023

Sumber : Laporan Empat Bulanan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 terdapat 91 Perkara yang mengajukan upaya
hukum Kasasi, dimana 53 Perkara telah diputus dan 38 Perkara

masih dalam proses pemeriksaan ditingkat Kasasi.
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b) Pidana Khusus Anak Yang Mengajukan Kasasi

Pada tahun 2023 tidak ada Perkara Pidana Khusus-Anak yang
mengajukan upaya hukum Kasasi. Dan Perkara Pidana yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Ketapang
adalah 614 Perkara dari total 705 Perkara Pidana yang telah di
putus, yang terdiri dari 596 Perkara dari total 687 Perkara Pidana
Biasa yang telah diputus, dan 0 Perkara dari total 18 Perkara Pidana
Khusus Anak yang telah diputus. Sehingga diperoleh persentase
yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 87,09%.

b. Realisasi dan Capaian Kinerja
Berdasarkan data Perkara Perdata dan Perkara Pidana yang telah di
paparkan diatas, maka dapat dibuat tabel rekapitulasi realisasi dan capaian
pada Indikator Sasaran Persentase Perkara Y ang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi, sebagai berikut :

Persentase
Y Tidak
. Jumlah . Tidak ang _l a

No. | Jenis Perkara Mengajukan . Mengajukan
Putus Mengajukan )
Kasasi

(%)
1. | Perdata Gugatan 44 3 41 93,18
2. | Pidana Biasa 687 91 596 86,75
3. | Pidana Khusus 18 0 18 100,00
Anak

Jumlah 749 94 655 87,45

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan tabel diatas, pada Perkara Perdata Gugatan jumlah perkarayang
tidak mengajukan Kasasi sebanyak 41. Jumlah Perkara Pidana Biasa yang
tidak menggukan upaya hukum Kasas adalah sebanyak 596 Perkara
sedangkan untuk Perkara Pidana Khusus Anak terdapat 18 Perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Tota perkara yang tidak
mengaj ukan upaya hukum adalah 655 atau 87,45% dari total perkara yang
ditangani, sedangkan target yang ditetapkan pada kinerja tahun 2023 adalah
90%.

Tabel perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11
dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada
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Indikator Sasaran Persentase PerkaraY ang Tidak Mengajukan UpayaHukum
Kasasi, sebagai berikut :

Indikator Kinerja,

No Persentase.Perkara Target Realisasi | Capaian
Yang Tidak (%) (%) (%)
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

1 2021 80 85,45 106,81
2 2022 85 92,45 108,76
3 2023 90 87,45 97,17

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Tabel diatas menunjukkan bawah Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasas pada Tahun 2023
adalah sebesar 87,45% dan Capaian Kinerja pada indikator ini adalah
97,17%.

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat
dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

106,81 108,76

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Divers yang dilaksanakan tersebut adalah diversi yang berhasil dilakukan dalam
perkarakhusus anak berdasarkan pengajuan dari penyidik selanjutnyadi tuangkan
dalam penetapan diversi yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Putussibau
Kelasll.

Jumlah Diversi Pidana Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Ketapang Tahun
2023 adalah sebagai berikut :
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Jumlah Jumlah Status Keberhasilan Diversi
Perkara | Perkara

Tidak D

No Pidana Yang . . L) apat.
. Tidak | pilaksanakan/Tidak
Khusus | diajukan | Berhasil .
Anak Diversi Berhasil Dapat Diproses
1 18 0 0 0 0

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut ini adalah Register Kesepakatan Diversi Pengadilan Negeri Ketapang
pada SIPP :

n Stsem Indor masi Penelusaran Perdars

Al balaa U ey

e e
Sumber : SIPP PN Ketapang

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data diatas, maka tidak ada Diversi yang
masuk dan diselesaikan secara berhasil di Pengadilan Negeri Ketapang selama
Tahun 2023, karena Diversi terakhir ada pada Tahun 2019 lalu.

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dalam indikator ini dalam kurun
waktu sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2023 :

Indikator Kinerja,
No Persentase Perkara Target Realisasi Capaian
Anak Yang Diselesaikan (%) (%) (%)
dengan Diversi
1 2021 5 N/A 100
2 2022 5 N/A 100
3 2023 5 N/A 100

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PN KETAPANG 55



15
Pengadilan Negeri J0ONA Lo o
,e / m:gomu}“: _s_ggmggl_l;m? ,x ';::E";:;m

Tabel diatas menunjukkan bawah Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase
Perkara Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi pada Tahun 2023 adalah
Not Available atau N/A, sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan

terselesaikan secara 100% karena tidak terdapat pengajuan Perkara Pidana

yang digjukan untuk diselesaikan melalui pendekatan Restoratif

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut, dapat juga dilihat
dengan Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Persentase Perkara Yang Diselesaikan dengan

Tahun 2021

Diversi

100

Tahun 2022

Tahun 2023

6. Indikator Index Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan
Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas || menetapkan target kinerja
pada indikator ini sebesar 90% penetapan ini didasarkan bahwa Pengadilan Negeri

Ketapang Kelas Il memfokuskan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai

prioritas utama dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada

wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang Kelas |l. Adapun index Kepuasan
Masyarakat Pencari Keadilan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Index Kepuasan
No Masyar akat Pencari Target Realisas
Keadilan
1 Triwulan | 90 96,44
2. Triwulan 11 20 97,22
3. Triwulan 1 90 98,42
4. Triwulan IV 90 99,95

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum
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Berdasarkan Laporan Hasil Survei Triwulan IV Tahun 2023, hasil Survey Kepuasan
Masyarakat adalah sebesar 99,95% atau dalam kategori yang sangat baik.
Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat

dilihat padatabel dibawah ini :

Indikator Kinerja,
No Index Kepuasan Ta:get Rea:isasi Ca;;aian
Masyarakat Pencari (%) (%) (%)
Keadilan
1 2021 80 89,29 111,61
2 2022 80 95,36 119,20
3 2023 90 99,95 111,06

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang
Kelas |l padaindikator ini dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023:
GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR INDEX KEPUASAN MASYARAKAT PENCARI
KEADILAN

Tahun 2021 Tahun 2022

Tahun 2023

7. Persentase Jumlah Putusan Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan

Keadilan Restorative

Dalam indikator kinerja ini Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il pada tahun 2023
menetapkan target kinerja sebesar 5%, adapun yang menjadi income pada indikator
Kinerjaini adalah perkara pidana yang digjukan untuk diselesailkan dengan
pendekatan restorative dalam perkara anak, pidana ringan, pidana Narkotika dan
PBH (Perempuan Berhadapan dengan Hukum) Penyelesaian perkara melalui
keadilan restorative meliputi: tindak pidana ringan (ancaman Pidana Paling lama 3
Bulan) dengan denda Rp.2.500.000), perempuan yang berhadapan dengan Hukum
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(PBH), perkara pidana anak (belum berusia 18 Tahun) sedangkan outcome yang
menjadi indikator kinerja ini adalah perkara yang pidana yang diselesaikan melalui
pendekatan restoratif. Adapun pada tahun 2023 tidak terdapat perkara pidana yang
digjukan restorative sehingga indikator pemenuhan outcome pada kinerja ini tidak
dapat terpenuhi, dengan demikian padaindikator kinerjaini padatahun 2023 adalah
Not Available atau N/A, sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan terselesaikan
secara 100% karena tidak terdapat pengajuan Perkara Pidana yang digjukan untuk
diselesaikan melalui pendekatan Restoratif.

Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun 2021 sampa dengan tahun 2023 dapat
dilihat padatabel dibawah ini :

Indikator Kinerja,

No Persentase Jumlah Ta(;get Rea(}/lsaﬁ Calz;lan
Putusan Yang Diselesaikan (%) (%) (%)
Menggunakan Pendekatan

Keadilan Restorative

1 2021 0 N/A 100

2 2022 0 N/A 100

3 2023 5,00 N/A 100

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang
Kelas |l padaindikator ini dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023:

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Persentase Jumlah Putusan Yang Diselesaikan
Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative

100 100 100

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
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Sasaran Strategis 2.
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pada sasaran Strategis Kinerja Utama Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
PenyelesaianPerkara di atas memiliki 4 (Tiga) indikator kinerjayaitu:

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para
Pihak Tepat Waktu
Dalamindikator ini padatahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas|l menetapkan
Target Kinerjayang akan dicapai adalah sebesar 100% dengan income dalam indikator
ini adalah jumlah Salinan putusan Perkara Perdata, sedangkan Outcome padaindikator
kinerjaini adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada

tabel berikut ini:
Sisa Masuk | Jumlah | Cabut | Putus | Sisa
No. Jenis Perkara
2022 2023 Beban | 2023 | 2023 | 2023
1. Perdata Gugatan 9 46 55 7 37 11
2. Perdata 0 70 70 5 62 3
Permohonan
3. Gugatan Sederhana 0 5 5 3 2 0
4. Perlawanan
(derden verzet) 0 0 0 0 0 0
5. Niaga 0 0 0 0 0 0
6. PHI 0 0 0 0 0 0
Jumlah 9 121 130 15 101 14

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Ketapang
pada Tahun 2023, sebanyak 116 perkara, yang terdiri dari 101 perkara yang
diputuskan dan 15 perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan, dengan
jumlah petikan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah sebanyak 116
Perkara, dan tidak ada petikan putusan atau Salinan putusan yang kirim melewati

batas waktu yang ditentukan, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 100%.

Jumlah Perkara Jumlah Petikan/Salinan
o Persentase
No Peradta Yang Putusan Yang Diterima Para
. . Pelaksanaan
Diputus Pihak Tepat Waktu
1. 116 116 100%

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum
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Tabel perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas I dalam
kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada Indikator
Sasaran Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para
Pihak Tepat Waktu, sebagai berikut :

Indikator Kinerja,
No Persentase Salinan Target Realisasi Capaian
Putusan Perkara Perdata (%) (%) (%)
Yang Dikirim Kepada Para
Pihak Tepat Waktu
1 2021 100 100 100
2 2022 100 100 100
3 2023 100 100 100

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang berhasil menjaga kualitas dalam
pelaksanaan kinerja ini dengan realisasi kinerja sebesar 100% atau 100% pada
capaian kinerja dimana persentase tersebut sama dengan tahun sebelumnya, berikut
adalah grafik perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu dari tahun 2021
sampai dengan 2023 :

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang
Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

100,00 100,00 100,00

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum
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2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para

Pihak Tepat Waktu

Dalam indikator ini pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il
menetapkanTarget Kinerja yang akan dicapal adalah sebesar 100% dengan income
dalam indikator ini adalah jumlah Salinan putusan Perkara Pidana, sedangkan
Outcome pada indikator kinerja ini adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim
kepada para pihak tepat waktu. Jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun
2023 dapat dilihat padatabel berikut ini:

) Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa
No. Jenis Perkara 2022 2023 Beban 2023 | 2023
1. | Pidana Biasa 130 648 778 687 91
2. Pidana Singkat 0 0 0 0 0
3. | Pidana Cepat 0 112 112 112 0
4, Pidana Lalu Lintas 0 62 62 62 0
5. Pidana Khusus Anak 0 18 18 18 0
6. Praperadilan 0 3 3 3 0
7. | Pidana Perikanan 0 0 0 0 0
8. Tindak Pidana
Korupsi 0 0 0 0 0
Jumlah 130 843 973 882 91

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Jumlah Perkara Pidana yang disel esaikan pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 1
pada Tahun 2023, sebanyak 882 perkara, dengan jumlah petikan putusan yang
disampaikan tepat waktu adal ah sebanyak 882 Perkara, dan tidak ada petikan putusan
atau Salinan putusan yang kirim melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga
realisasi padaindikator ini adalah 100%.

Jumlah Perkara Jumlah Petikan/Salinan
L Persentase
No Peradta Yang Putusan Yang Diterima Para
. ) Pelaksanaan
Diputus Pihak Tepat Waktu
1. 882 882 100%

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Tabel perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il dalam
kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada Indikator
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Sasaran Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para

Indikator Kinerja,

No Persentase Salinan Ta:get Rea:isasi Ca;())aian

Putusan Perkara Pidana (%) (%) (%)

Yang Dikirim Kepada Para
Pihak Tepat Waktu

1 2021 100 99,62 99,62
2 2022 100 100 100
3 2023 100 100 100

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang berhasil menjaga kualitas dalam
pelaksanaan kinerja ini dengan realisasi kinerja sebesar 100% atau 100% pada
capaian kinerja dimana persentase tersebut sama dengan tahun sebelumnya, berikut
adalah grafik perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu dari tahun 2021
sampai dengan 2023 :

GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA
PIDANA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT
WAKTU

100,00

100,00

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum
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3. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Pengadilan Negeri Ketapang
Kelas || adalah sebagai berikut:

Jumlah Status Keberhasilan Mediasi
L llzfr(l;-arz-l Berhasil Tidak Tidak Dapat Dalam
ediasl Berhasi | Dilaksanakan Proses
1. 16 2 14 0 0

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Pada indikator kinerja ini Pengadilan Negeri Ketapang Kelas || menetapkan target
yaitu 3%, sedangkan padatahun 2023 jumlah Perkara Perdata yang dimediasi adalah
sebanyak 16 Perkara sedangkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui
medias adalah sebanyak 2 perkara. Dengan demikian realisasi pada indikator ini
adalah sebesar 12,50%. Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11 berhasil
memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dengan capaian kinerja sebesar
416,67%.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il berhasil memenuhi target
yang telah ditentukan, dengan realisasi kinerja sebesar 12,50% dengan capaian
kinerja sebesar416,67% atau meningkat dari tahun sebelumnya, berikut adalah
Tabel perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 1l pada
indikator ini dalam kurun waktu 2021 sampal dengan tahun 2023 :

Indikator Kinerja,
No Persentase Perkara Yang Ta:get Rea(}isasi Calzaian
Diselesaikan Melalui (%) (%) (%)
Mediasi
1 2021 1 12,00 1200
2 2022 1 5,26 526
3 2023 3 12,50 416,67

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu dari
tahun 2021 sampai dengan 2023 :
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Grafik Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Perkara Yang
Diselesaikan Melalui Mediasi
1400,00
1200,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00

200,00

0,00

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Sasaran Strategis 3.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pada sasaran Strategis/ Kinerja Utama Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di atas memiliki 1 (Tiga) indikator kinerja
yaitu:

1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum
(POSBAKUM) ditargetkan 100%. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat L ayanan Hukum adal ah Jumlah Pencari K eadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat Layanan Hukum dibagi dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan
Tertentu. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan
POSBAKUM pada tahun 2023 adalah sebanyak 106 orang dengan Pagu Anggaran
yang tersedia Rp.31.200.000,- untuk 312 Jam Pelayanan Pada tahun 2023,
Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il menempatkan 1 Lembaga Bantuan Hukum
yang bertugas pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il yaitu
Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia (LBH BTI), berdasarkan
jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan dan juga terpenuhinya jam
pelayanan POSBAKUM maka kinerja pada indikator ini telah memenuhi realisasi
kinerja sebesar 100% dengan capaian kinerjasebesar 100%.
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Berikut adalah perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada pel aksanaan indikator
kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Hukum (POSBAKUM) dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 :

Indikator Kinerja,
No Persentase Pencari Target Realisasi Capaian
Keadilan Golongan (%) (%) (%)
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
1 2021 100 100 100
2 2022 100 100 100
3 2023 100 100 100

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Berikut adalah grafik perbandingan capaian kinerjadalam kurun waktu dari tahun 2021
sampai dengan 2023 :

GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU
YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM)

100,00

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

Sasaran Strategis 4.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran Strategis/ Kinerja Utama Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan di atas memiliki 1 (Tiga) indikator kinerjayaitu:
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1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Dalam kurun waktu tahun 2023 terdapat 116 perkara Perdata yang disel esaikan, yang
terdiri dari 101 perkarayang diputuskan dan 15 perkara yang dicabut oleh pihak yang
mengajukan. Pihak yang mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara
yang telah berkekuatan hukum tetap ada sebanyak 40 perkara Perdata, dan ada 3
Perkara yang telah diselesaikan dengan eksekusi, sehingga dalam indikator kinerja
realisasi kinerja 7,5%, sehingga capaian kinerja pada indikator kinerja ini sebesar
15% dari target yang ditetapkan padatahun 2023 yaitu sebesar 50%.

Berikut adalah perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada pel aksanaan indikator
Kinerja Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) dalam kurun
waktu dari tahun 2021 sampal dengan 2023 :

Indikator Kinerja,

No Target Realisasi Capaian
Persentase Persentase (%) (%) (%)
Putusan Perdata yang

Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

1 2021 0 100,00 100,00

2 2022 30 100,00 100,00

3 2023 50 7,50 15,00

Sumber : Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2023

Selama kurun waktu tahun 2023, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 1l telah
mel aksanakankinerjayang berfokus pada perencanaan kinerjayang telah ditetapkan dan
penetapan kinerjatahun 2023. Adapun pola penyusunan target kinerja dan proses
pelaksanaan sesuai denganindikator kinerja yang telah ditetapkan pada Indikator
Kinerja Utama (IKU) dengan metode pelaksanaan setiap sasaran kinerja telah tertuang
dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023.Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il telah
menyusun perencanaan kinerjautamadengan berorientasi pada hasil, dan sebagian telah
terselesaikan dan telah mencapai, bahkan melebihi target yang telah ditetapkkan.

Berikut adalah ringkasan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 1l pada
tahun 2023:
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. . . . Target | Realisasi | Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja (%) (%) (%)
Terwujudnya Proses | Persentase Perkara Perdata
Peradilan yang Pasti, | yang Diselesaikan Tepat 95 97,41 102,54
Transparan dan Waktu
Akuntabel Persentase perkara pidana 95 9025 95
yang diselesaikan tepat waktu ’
Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya 90 78,77 87,52
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya 90 87,45 97,17
Hukum Kasasi
Persentase Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi > N/A 100
Index Persepsi Pencari
Keadilan Yang Puas Terhadap 90 99,95 111,06
Layanan Peradilan
Jumlah Putusan Yang
Menggunakan Pendekatan 5 N/A 100
Keadilan Restoratif
RATA - RATA CAPAIAN 99,04
Peningkatan Persentase Salinan Putusan
Efektivitas Perkara Perdata yang 100 100 100
Pengelolaan disampaikan ke para Pihak
Penyelesaian tepat waktu
Perkara Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang
disampaikan ke para pihak 100 100 100
tepat waktu
Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi 3 12,50 416,67
RATA - RATA CAPAIAN 205,56
Meningkatnya Akses | Persentase Pencari Keadilan
Peradilan bagi Golongan Tertentu yang 100 100 100
Masyarakat Miskin Mendapat Layanan Bantuan
dan Terpinggirkan Hukum (Posbakum)
RATA - RATA CAPAIAN 100
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara
Kepatuhan terhadap | Perdata yang Ditindak lanjuti 50 7,50 15
Putusan Pengadilan (Dieksekusi)
RATA - RATA CAPAIAN 15
CAPAIAN TAHUN 2023 104,90

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PN KETAPANG 67




,@/&n‘uﬁhn Negeri f:f";‘;muw BorAKHLAK ;.,._ voni
x“gm T et sy e tetarrn eI bangsa

Dari Tabel diatas terdapat 10 Indikator Kinerja yang telah terpenuhi dan 2 indikator

yang belum memenuhi target kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2023 adapun
faktor yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Keberhasilan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Indikator kinerja penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata secara tepat
waktu, pada indikator kinerja ini Pengadilan Negeri Ketapang Kelas |1 berhasil
memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh proses pel aksanaan
pemetaan kinerja yang telah disusun pada tahun 2023 dalam Rencana Aksi
Kinerja Tahun 2023. Selain itu pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas |1 juga
melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi secara Berjenjang, dimana untuk
pel aksanaan penyel esai an proses perkara akan selalu menjadi pembahasan utama
dalam rapat Monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan
Negeri Ketapang Kelas 1;

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasas, faktor keberhasilan padaindikator ini adalah dengan adanya monitoring
dan evauas kinerja dan juga upaya peningkatan kualiatas Sumber Daya
Manusia sehinggadapat berpengaruh pada kualitas putusan yang dihasilkan oleh
majelis hakim;

Indikator kinerja persentase perkaraanak yang disel esaikan melaluipenyelesaian
diversi faktor keberhasilan ini adalah sudah ada beberapa hakim yang mengikuiti
diklat Sistem Peradilan Pidana Anak;

Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan dapat terpenuhi karena adanya pelayanan prima yang dilakukan
oleh para petugas layanan di Pengadilan Negeri Ketapang sehingga
masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanna yang telah
diberikan dan telah diterima;

Indikator persentase Salinan Putusan Perkara Perdata dan Persentase Salinan
Putusan perkara Pidana faktor kesuksesan adalah adanya fungsi kontrol
monitoring danevaluas penginputan data pada aplikasi SIPP yang dilaksanakan
guna memonitoring dan mengevaluasi kinerja Jurusita dan Jurusita Pengganti
dalam pelaksanaan pengiriman petikan putusan dan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada para pihak;

Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melaui Mediasi faktor
keberhasilannya adalah hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri K etapang
telah memiliki sertifikat Hakim Mediator dimana hal tersebut sangat

berpengaruh besar dalam keberhasilan indikator kinerjaini;
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7)

Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) faktor keberhasilannya adalah
ketersediaan Lembaga Bantuan Hukum yang bertugas pada POSBAKUM
Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il yaitu Lembaga Bantuan Hukum Borneo
Tanjungpura Indonesia (LBH BTI). Hal ini tidak terlepas juga dari keterlibatan
unsur pimpinanyang melaksanakan seleksi dan MOU terhadap tenaga Penasihat
hukum yang bertugas pada POSBAKUM pengadilan Negeri Ketapang Kelas |1

b. Faktor Kegagalan

Dari seluruh indikator kinerja yang menjadi target pelaksanaan kinerja Pengadilan

Negeri Ketapang Kelas Il pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang

tidak dapat dipenuhi Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il adapun faktor yang

menjadi penyebabkegagalan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas |1 dalam memenunhi
target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1)

2)

Indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding tidak dapat terpenuhi dikarenakan ketidakpuasan dengan putusan
majelis hakim, baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum;
Indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi), faktor yang menyebabkan kegagalan adalah Pengadilan Negeri
Ketapang Kelas Il tidak dapat menyelesaikan eksekusi pada tahun berjalan
dikarenakan permohonan eksekus masuk pada akhir tahun, sehingga
menyebabkan penyelesaian eksekusi menjadi terhambat. Namun eksekusi akan
dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun berikutnya dan akan menjadi agenda
dalam monitoring dan evaluas kinerja Pengadilan Negeri Ketapang;

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penunjang

Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2023

Dalam melaksanakan kegiatan kinerja, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas |1 tidak

terlepas dari ketersediaan sumberdaya penunjang berupa anggaran yang mendukung

terlaksananya kinerja pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas I1. Ketersediaan dan

pemanfaatan anggaran sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan kinerja ini

merupakan tanggung jawab dari Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il, dimana

penggunaan sumberdaya anggaran yang efesien merupakan faktor yang merefleksikan

keberhasilan dan pemenuhan kinerja dengan pola yang terstruktur dan terakomodir

dengan baik. Berikut ini adalah tabel efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kinerja
Pengadilan Negeri Ketapang Kelas |1 pada tahun 2023:
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ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA : DIPA 03 (PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM)

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
DATA REALISASI 2023 : Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
. . lah Penanganan
Real C Jum g
. Target 2023 catisast ?pala.m Perkara Result
Indikator 2023 Kinerja
(%) 0 0 (%)
(%) (%) Income Outcome
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 95 97,41 102,54 116 113 102,54
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 95 90,25 95 882 796 95
P t Perk Tidak M jukan U Huk
erse-n ase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 90 7877 8752 749 £90 8752
Banding
Perserlltase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 90 87 45 97.17 749 655 97.17
Kasasi
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 5 N/A 100 18 N/A 100
Jumlah l?utusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan c N/A 100 N/A N/A 100
Restoratif
Rata-rata Capaian Kinerja Fisik 97,04 97,04
RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (DIPA 03) 100.200.000 | 99.521.000 99,32 100.200.000 | 99.521.000 99,32

KRITERIA :
Capaian Kinerja Fisik > Capaian Realisasi Aggaran (Dipa 03) Disimpulkan Bahwa Kegiatan Pada Sasaran Kinerja Ini Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 belum Efektif Yaitu Sebesar 97,04% Realisasi Keuangan lebih besar Yaitu 99,32%
Karena Capaian Kerja Fisik (97,04%) > Realisasi Anggaran (99,32%) Maka Sasaran Strategis 1 belum Dicapai Secara Efektif.
Hal ini belum tercapai karena Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il belum secara maksimal memenuhi target kinerja yang telah ditentukan
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ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS 1
DATA REALISASI 2023

oy
Bangsa

: DIPA 01 (PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN)
: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
: Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Realisasi C .
_ Target 2023 €allsasl a}pala.m Jumlah Penanganan Perkara Result
Indikator o 2023 Kinerja o
(%) (%) (%) Income Outcome (%)

Index Perseps.i Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap 90 99,95 111,06 90 99,95 111,06
Layanan Peradilan

Rata-rata Capaian Kinerja Fisik 90 99,95 111,06 90 99,95 111,06

RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (DIPA01) | 4.620.847.000 | 4.620.847.000 | 99,60 4.620.847.000 | 4.620.847.000 | 99,60

KRITERIA :

Capaian Kinerja Fisik > Capaian Realisasi Aggaran (Dipa 01) Disimpulkan Bahwa Kegiatan Pada Sasaran Kinerja Ini Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 Efektif Yaitu Sebesar 111,06% Realisasi Keuangan Lebih Kecil Yaitu 99,06%
Karena Capaian Kerja Fisik (111,06%) > Realisasi Anggaran (99,06%) Maka Sasaran Strategis 1 Sudah Dicapai Secara Efektif.
Keefektifan Ini Dicapai Karena Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il Berhasil Memenuhi Target Kinerja Yang Telah Ditentukan
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ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA : DIPA 03 (PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM)
SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
DATA REALISASI 2023 : Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
C . lah Penanganan
Real C Jum g
. Target 2023 catsast a}pala-m Perkara Result
Indikator 2023 Kinerja
(%) 0 0 (%)
(%) (%) Income Outcome
P t Sali Put Perk Perdat
fersen a.se alinan ' utusan erkara erdata yang 100 100 100 116 116 100
disampaikan ke para Pihak tepat waktu
P tase Sali Put Perkara Pid di ik
ersen as.e alinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan 100 100 100 882 882 100
ke para pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 3 12,50 416,67 16 2 12,50
Rata-rata Capaian Kinerja Fisik 205,56 205,56
RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (DIPA 03) 100.200.000 | 99.521.960 99,32 100.200.000 | 99.521.960 99,32

KRITERIA :
Capaian Kinerja Fisik > Capaian Realisasi Aggaran (Dipa 03) Disimpulkan Bahwa Kegiatan Pada Sasaran Kinerja Ini Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 2 Efektif Yaitu Sebesar 205,56% Realisasi Keuangan Lebih Kecil Yaitu 99,32%

Karena Capaian Kerja Fisik (205,56%) > Realisasi Anggaran (99,32%) Maka Sasaran Strategis 2 Sudah Dicapai Secara Efektif.
Keefektifan Ini Dicapai Karena Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il Berhasil Memenuhi Target Kinerja Yang Telah Ditentukan
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA : DIPA 03 (LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM)
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SASARAN STRATEGIS 3
DATA REALISASI 2023
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: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
: Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Jumlah Penanganan

Target Realisasi Capaian Result
Indikator 2023 2023 Kinerja Perkara %)
(V]
(%) (%) (%) Income Outcome

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100 100 100 106 106 100
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Rata-rata Capaian Kinerja Fisik 100 100 100 106 106 100

RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (DIPA 03) 31.200.000 | 31.200.000 100 31.200.000 | 31.200.000 100

KRITERIA :

Capaian Kinerja Fisik > Capaian Realisasi Aggaran (Dipa 03) Disimpulkan Bahwa Kegiatan Pada Sasaran Kinerja Ini Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 2 Efektif Yaitu Sebesar 100% Realisasi Keuangan sama dengan Capaian Kinerja Fisik Yaitu 100%

Karena Capaian Kerja Fisik (100%) > Realisasi Anggaran (100%) Maka Sasaran Strategis 2 Sudah Dicapai Secara Efektif.
Keefektifan Ini Dicapai Karena Tahun 2023 Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il Berhasil Memenuhi Target Kinerja Yang Telah Ditentukan
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B. REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il dilakukan dengan Prinsip

Akuntabilitas dan Efesiensi, anggaran pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11 terdiri dari Dua
Dipa, yaitu Dipa Badan Urusan Administrasi (005.01) dengan Kode Satker 099091, dan DIPA unit
Jendral Badan Peradilan Umum (005.03) dengan K ode Satker 099242.

Pagu dan Realisasi Belanja Kode Satker: 099091 Dipa Badan Urusan Administrasi (005.01)

(Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023)

Realisasi Sisa
Jenis Belanja Pagu (Rp)
Rp % Rp %
Pegawai 3,564,300,000 3,558,562,484 | 99.84 5,737,516 0,16
Barang 1,052,157,000 1,038,873,255 | 98.74 13,283,745 1,26
Modal 0 0 0 0 0
Total 4,616,457,000 | 4,597,435,739 | 99,59 19,021,261 0,41

Pagu dan Realisasi Belanja Kode Satker: 099242 Dipa Jenderal Badan Peradilan Umum
(005.03) (Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023)

Jenis Belanj p (Rp) Realisasi Sisa
enis Belanja agu (Rp
Rp % Rp %
Barang 100,200,000 87,531,880 87.36 12,668,120 12,64
Total 100,200,000 87,531,880 87.36 12,668,120 12,64
Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023
No Bulan Dirjen Badilum BUA
1. Januari Rp1.091.500 Rp526.745
2. Februari Rp3.034.500 Rp5.188.433
3. Maret Rp3.947.500 Rp711.100
4. April Rp8.936.000 Rp1.676.507
5. Mei Rp2.060.500 Rp1.828.465
6. Juni Rp1.659.500 Rp1.828.465
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7. Juli Rp1.540.500 Rp1.828.465
8. Agustus Rp1.070.500 Rp1.828.465
9. September Rp738.000 Rp1.828.465
10. Oktober Rp31.812.000 Rp1.828.465
11. November Rp1.497.500 Rp1.828.465
12. Desember Rp2.308.000 Rp1.828.465
TOTAL Rp59.696.000 Rp22.730.505

Dari datadiatasjumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Ketapang
Kelas Il dalam kurun waktu tahun 2023 DIPA Badan Urusan Administrasi (005.01) adalah sebesar
Rp.22.730.505,00 (Dua puluh duajutatujuh ratustiga puluh ribu limaratuslima rupiah) dan
Penerimaan Negara Bukan Pgjak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il dalam kurun
waktu tahun 2023 DIPA Badan Peradilan Umum (005.03)adalah sebesar Rp.59.696.000,00 (Lima

puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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A. Kesimpulan

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023
merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga
Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjIP Pengadilan Negeri Ketapang
Tahun 2023 ini disusun oleh Pengadilan Negeri Ketapang, untuk melaporkan suatu bentuk
pencapaian Kkinerja (performance result) selama kurun waktu tahun 2023 yang
diperbandingkan dengan rencana kerja (performance plan) Pengadilan Negeri Ketapang

tahun 2023.

Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 berdasarkan pencapaian kinerja
(performance result) diperbandingkan dengan rencana kerja (performance plan) selama
kurun waktu tahun 2023 dapat disimpulkan secara umum telah mencapai sasaran yang

diharapkan, meskipun ada beberapa sasaran yang tidak memenubhi target yang diharapkan.

Penganalisaan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2023 adalah upaya dan
merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja dan motivasi kearah
perbaikan Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang

lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan
implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan),
Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa yang

akan datang.
A. Saran-saran

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan untuk menunjang
peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pontianak sehubungan dengan ditetapkannya
Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Pengadilan berpredikat Akreditasi A “Excellent” dan
Pengadilan dengan Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) maka untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai
Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diperlukan :
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. Sangat dibutuhkan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan formasi yang
dibutuhkan baik CPNS dan honorer dan/atau pegawai.

. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana seperti alat kantor modern dan sarana prasarana demi
menunjang pelayanan publik yang prima.

. Pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai untuk pemantapan skill dibidang
administrasi perkara berbasis teknologi.

. Pelatihan teknis bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pontianak untuk
meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas produk - produk yang dihasilkanoleh
Pengadilan Negeri Ketapang.

. Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pengadilan dengan
kelulusan akreditasi yang sempurna.

. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan sumber daya
manusia yang proposional, berintegritas dan handal diharapkan kualitas dan mutu

kerja dapat tercapai dengan baik

PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

CAKEP
Cepat, Ahurat, reatif, Lfeklif dan Frofesional
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Nomor : L % 'SK/KPN. WIT-U4HK1.2.5/1/2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS 11

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Menimbang: a. Bahwa, untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi mekanisme pengumpulan

data guna memperlanear penyusunan laporan kinerja Pengadilan Negeri Ketapang

perlu dibuatkan petunjuk teknis Pengumpulan Data Kinerja dari masing-masing

hﬂgian:

b. Bahwa untuk pengumpulan data tersebut sebagaimana dalam poin o, dipandang

perlu ditetapkan dengan surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefapang

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Apung schagaimana

telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2000
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah:

Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

[nstansi Pemerintah;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VIN2022 tentang

Pedoman Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERIA PADA

PENGADILAN NEGERT KETAPANG KELAS [

BABR I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

1) Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang telah diolah dari tiap-tiap bagian baik
dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Ketapang

2) Pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan untuk mengkonpilasi data dari masing-
masing bagian Kepanitersan maupun Kesekretariztan,

3] Teknis adalah Bidang Kepaniteraan vang terdiri dari Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan
Perdata dan Kepaniteraan Fukum.

4) MNon Teknis adalah Bidang Kesckretariatan yang terdiri dari Subbagian Perencanaan
Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Keusngan dan Subbagian
Kepegawaian Organisasi dan tatalaksana,

3) Monitoring adalah kegiatan pemantavan vang dilakukan umuk memastikan apakah input
atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakahkegiatan yang
dilaksanakan telah menghasilkan onipt, ontcome, benefit dan impact yang diharapkan,

6] Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan

kinerja Instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditelapkan
dengan realisasi kinerja

BAR II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Schagai Pedoman bagi Tim-tim Penyusun Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam pengumpulan Laporan dari masing- masing bidang
Pasal 3

Tujuan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang untuk
1) Membentuk ice k yang baik dalam pengumpulan data kinerja dari masing-masingbagizn

haik dari Teknis (Kepaniteraan) maupun dari bidang Non Teknis (Kesekretariatan)
2) Memastikan cek dan ice katas setiap data yang dikumpulkan
3) Memudahkan Tim Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan dan pembuatan Laporan Kinerja
Pengadilan Negeri Ketapang

Pasal 4

Adapun yang menjadi sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini adalah:



1) Meningkatkan keakuratan Data Kinerja pada Pengadilan Negeri Kelapang

2) Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

BAR 111
RUANG LINGKUP

Pasal 5

1) Daia Kinerja yang dikumpulkan sebagaimana
2) Metologi  pelaksansan  pemantaven/monitoring  kinerja, kemudian  dilakukan
evaluasi kinerja ying disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja

3) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja

BARB IV
SUMBER DATA
Pasal 6

Sumber Data Laporan Kinerja adalah berdasarkan:
1) Laporan Bulanan

2) Laporan Triwulan

3) Lapomn Semester

4) Laporan Tahunan

Dari masing-masing bagian baik dari Teknis (Kepanitersan) maupun dari NonTeknis
(Kesekretariatan),
BAB V

METODE PENGUMPULAN DATA
Pazal 7

1) Betiap bagian akan mengumpulkan Laporan Kinerja pada Subbagian Percncanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan setiap triwulan

2] Pengumpulan Data Kinerja harus dengan menyertakan Berita Acarn Penyerahan dan
Validitas Data

3) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan akan membuatrekapitulasi
atas data yang dikumpul dari bagian-bagian

4) Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh bagian PTIP, selanjutnya Tim Penyusun
Laoran Tahunan dan Laoran Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) akan

mengadakan rapat untuk menganalisis Data Kinerja dan menyusun laporan



Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024, dan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan schagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Kefppang
l‘ada Imlgal Iﬂ Januan Zﬂ"tl
= _—--““—
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Nomor : LA ISK/KPNWIT-U4/HK1.2.5/1/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN KINERJA SECARA BERJENJANG

PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS 1

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Menimbang: a. Bahwa, untuk mengetahui tingkat efektifiias  dan  efesiensi  kinetja pada

Pengadilan Negeri Ketapang perlu dilakukan Pengukuran Kinerja;

b. Bahwa, dalam rangka mengukur kinerja sebagaimana dalam point a, perlu

ditetapkan  Petunjuk weknis pengukuran kinerja pada Pengadilan  Megeri
Ketapang;

¢. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam hurul a, dipandang perlu

ditetapkan dengan surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang

Mengingat: 1. Undang-undang Nomaor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sehagaimana

r B

Pl

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2015 Tentang

Urganisasi dan Tata Kerja Kepainteraan dan Kesckretariatan Pengadilan;

Peraturan Menteri MNegara Pendayagunaan Aparatur Nepara dan Relormasi
Birokmsi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah:

Permenpan Momor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 87T8/SER/SK/VIL2022 tentang
Pedoman Evaluasi Akunabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Rl
dan Badan Peradilan di Bawahnya.



MENETAPKEAN : PETUNJUK PENGUKURAN KINERJA SECARA BERJENJANG
PADA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Svrat keputusan ini yang dimaksud dengan:

1) Pengukuran kineria adalah tindaken pengukuran vang dilakukan techadap berbagai
aktivitas sesuai Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan untuk pengukuran
realisasi capaian kinerja dan anggaran.

2) Indikator Kinerja Utama (1K1)) adalah indikator fulkuran sustu instansi untuk mencapai
tujuan tertentu.

3) Sccara berjenjang adalah Pengukuran realisasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap
bulan dari unit yang paling kecil saampai tingkat pimpinan pengadilan,

BARB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Sebagai Pedoman dalam melaksanakan Penguburan Kinerja pada Pengadilan Neger|
Ketapang
Pagal 3

Bertujuan:

1) Meningkatkan tertib administrasi

2)  Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja

3) Meningkatkan akuntahilitas

4) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

BAR I
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA

Paszal 4

Tata cara pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:
1) Pengukuran kineja untuk periode bulanan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
unit yang terkecil sampai ke tingkat Pempinan Pengadilan Negeri Ketapang
2) Pengukuran Kinerja dilakukan setiap Triwulan berdasarkan data yang telah
dikumpulkan dari masing-masing bagian baik teknis (Kepaniteraan) maupun non Teknis

(Kesekretariatan)



3) Mewde Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi schagaimana rumus yang terdapat didalam KU

4) Hasil Pengukuran dibuatkan dalam Laporan pelaksanaan kinerja setiap triwulan

2) Pengukuran Kinerja dalam periode | {satu) tahun dibuat dalam bentuk laporan Tahunan,
LEIIF

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 3

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024, dan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di
Ketapang Pada Yanggal 10 Januari 2024
AN NEGERI KETAPANG

Yé771001 200312 1 001



Nomor : - 84USK/KPNWIT-U4/HK1.2.5/1/2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
PENGAIMLAN NEGERI KETAPANG KELASII

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Menimbang: a. Bahwa, untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Negeri Ketapang perlu
adanya Evaluasi AKIP pada Pengadilan Negeri Ketapang
b. Bahwa, untuk melaksanakan evaluasi tersebut dipandang perlunya petunjuk
teknis sehingga kegiatan evaluast dapat berjalan dengan baik;
c. Bahwa, Petunjuk Teknis tersebut periu ditetapkan dengan keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Ketapang.
Mengingai: 1. Undang-undang Momor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedva atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

3. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akumabilitas Kinerja

Instanszi Pemerintah;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8TR/SEK/SK/VIL2022 tentang

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradifan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PETUNIUK TERNIS EVALUASI AKIP PEMGADILAN NEGERI
KETAPANG KELAS I

BAEB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



a) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  yang  selanjutnya  disingkat AKIP  adalah
Pertanggungjawaban dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah melalui implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b} Evaluasi AKIP adelah Aktivitas Analisis yang sistematis, pemberian nilai. atributapresiasi
dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna
peningkatan Akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

c) Sislem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yeng sclanjutnay disingkat SAKIP
adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan  pengukuran, pengumpulan  data, pengklarifikasian,
pengiktizaran  dan  pelaporan  Kinerja pada instansi pemerintah  dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi pemerintah,

BAB 11
MAKSUD DAN TULIL AN
Pasal 2

Sebagal panduan bagi Tim Evaluator dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Pengadilan Megeri
Ketapang Kelas 11

Pasal 3
Tujuan dibuzinya Pedoman Teknis Evaluasi AKIP adalah untuk:
1) Memperelah informasi tentang implementasi SAKIP
2) Menilai tingkat inplementasi SAKIP
3) Menilai tingkat Akuntabilitas kinerja
4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan
3) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

BAR 111
RUANG LINGKUP
Pasal 4

1) Penilaian kualitas perencaan kinerja yvang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil
vang berkesinambungan

2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan vang telah jadi kebutuban
dalam penyesuaian strategi dalam pencapaian Kinetja

3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinetja, baik
keberhasialn/kegagalan  kinerja  serta wpaya  perbaikan/penyempumaan  vang
memberikan dempak besar dalam penyesuaian strategikchijakan dalam mencapai



4)

1)

kinerja herikutnya

Penilaian evaluasi akuntebelitas kinerja intemal yang memberikan kesan nyata (dampak)

dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas kinerja dan

Pencapaian nilai kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainya.

BAR TV

METODE DAN TEKNIS EVALUASIL AKIP
Pasal 5

Metode Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari
metodeologn Kualitatif dan Kuantitatil” dengan mempertimbangkan segi keperaktisan
dan kegunaan karcna akan disesuaikan dengan tujusan evaluasi yang telah diterapkan

dengan mempertimbangkan kendala yang ada

2) Teknik Evaluasi AKIP

1)

2}

3)
4)

a. Checklist pengumpulan data
b. Komunikasi melui Tanya jawab sederhana
¢ Observasi

d. Studi dokumentasi

BAR WV
MEKANISME EVALUASI AKIP
Pasal 6

Pendokumentasian, analisis dan interprestasi data
Aktivitas utama dlaam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan analisis data serta
menginterprestasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi

Pembahasan dan penyusunan rencana Laporan  Hasil Evaluasi (LHE) Schelum
rancangan LHE disusun terlebih dahulu dilakukan pembahasna oleh Tim Evaluator.

Rencana LHIL disusun oleh Ketua Tim setidaknya memuat;

a. Nilai/Predikat hasil evaluasi
b. Kondisi

. Rekomendasi
Revie rencana LHE AKIP

Pengendalian Evaluasi AKIP



1.

BAB VI
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP
Pasal 7

Pra=evaluasi

2. Ewaluasi AKIP

Pasal 8

1) Tujuan Pra-evaluasi adalah

Untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang unit kerja

21 Manfaat Pra-evaluasi

a, Memberikan gambar pemahaman daser mengenai kinera ntama
b. Memberikan informasi yang proritas

¢. Agar dapat merencanakan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas

sestai tujuan

Pasal 9

1) Isuyang perlu diungkap melalui evaluasi SAKIP ini adalah:

Kualitas perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dicapai untukmewujudkan hasil

yang berkesinambungan

. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan vang telah menjadikebutuhan dalam

penyusunan strateg dalam mencapai kinerja

Pelaporan kinera yang menggambarkan kualitas atas pencapaian Kinerja, baik
keberhasilan/kegagalan  kinerja  serta  upaya  perbaikan/penyempurnaan  yang
memberikan dampak besar dalam penyesuaian stategifkebijakan dalam mencapai

kinerja selanjumya

. Evaluasi akuntabelitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata dalam

peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efesiensi kinerja

2} Variabel,
Evaluasi AKIP harus dapat memberikan kesimpulan hasil beberapa variable.

a.

Kemponen, terdiri dari  Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabelitas Kinerja Internal

Sub-komponen, dibagi dengan gradasi keberadaan, kualitas  dan pemanfaatan pada
seliap komponen

Koriteria, merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai disetiap subkomponen untuk

dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah tercapai atau belum.



Pasal 10

Sural keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024, dan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan schagaimana

mestinya.

Ditctapkan di Ketapang
Pada Tanggal 10 Januari 2024
LAN NEGERI KETAPANG
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahi Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat

dan taufig-Nya, sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri
Ketapang ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi dari penyusunan Dokumen RAK Tahun 2024 PN Ketapang, dimaksudkan untulk
menginformasikan indikator kinerja pada sasaran strategis apa saja vang akan dilaksanakan
pada Tahun 2024 guna menunjang tercapainya seluruh target sesuai dengan Rencana
Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang, yang meliputi teknis yudisial, administrasi
peradilan, dan administrasi umum serta sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan
dan atau kegagalan PN Ketapang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka

pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja.

Dengan diterbitkannya Dokumen RAK Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan
gambaran dan rencana strategis program kinerja kepada masyarakat, dan pihak-pihak ya ng
berkepentingan, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan
mengenai kinerja PN Ketapang,

Akhir kata, kami berharap agar Dokumen RAK Tahun 2024 ini dapat menjadi media

perencanaan yang baik yang akan dipertanggungjawabkan pada Laporan kinerja dan media
evaluasi kinerja untuk menilai kinerja bagi aparatur PN Ketapang.

H.
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BAB |
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Ketilsa refurmasi bergolak di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu
untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya
ke arah kemajuan. Semangat itu pulalah yang mendorong untuk mendayagunalan
aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak
dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang Ideal merupakan keniscayaan

hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan
kehakiman serta peradilan negara tertinggl yang mempunyai posisi dan peran
strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat)
lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi,
personil dan finasial serta sarana prasarana, Kebijakan "satu atap”, memberikan
tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut
untuk menunjukan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagal lembaga
yang profesional, efeltif, efesien, transparan serta akuntabel dalam kerangka
pembaharuan peradilan yang "komprehensif dan sistematis® demi tercapainya cita-
cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah mengembangkan suatu alur
perencanaan strategis yang meliputi pembenahan seluruh aspek peradilan dalam
kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sitematis. Dimana MA
membuat Perencanaan Strategis untuk 25 {dua puluh lima) tahun mendatang yang
dirumuskan di dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru (Blue
Print) ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah cita-cita
pembaharuan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru bertolak dari
implementasl Cetak Biru 2003. Terhadap evaluasi hasil pelaksanaan Cetak Biru
Pertama dilakukan oleh Organizational Diagnostic Assessment [ODA), dengan
menganalisa di 7 (tujuh) area “"Peradilan yang Agung®. 7 (tujuh) area ini
dikembangkan berdasarkan kerangka Peradilan yang Agung (Court excellence
framework) yang merupakan kerangka pikiran dan kerja bagi pengadilan yang ingin
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meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara

internasional,

Adapun arah dan kebijakan strategis yang diambil Mahkamah Agung
berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 adalah:

1. Araban Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara.
2. Arahan Pembaharuan Fungsi Pendukung,
3. Arahan Pembaharuan Akuntabilitas.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efekrif, yaitu memutuskan suatu
sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasarl keagungan, keluhuran, dan

kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan sifat dan karakter kekuwasaan kehakiman dengan menyatakan
"Kekuasoan  Kehakiman adelah  kekuasoan negora yang  merdeka  untuk
menpelenggarakan peradilan guna menegakian hukum dan keadilan".! Di dalam
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "Kekuasaan Kehakiman adalah
kekwasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesic Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia” *

1. Kedoduloan

Pengadilan Megeri Ketapang (PN Ketapang) adalah suatu Pengadilan Tingkat
Pertama Kelas |l dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Apgung RI vang
merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakvat pencari keadilan

' Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahen 1545,
? Pasal 1 angka I Uncdang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

REMCANA AHSI HINERJA TAHUNM 2024 PENGADILAN HEGERI HETAPANG |2
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pada umumnya # dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten Ketapang

Propinsi Kalimantan Barat,

Tugas Pokaolk

sesual dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Ketapang mempunyai

tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara

pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang memiliki

funpgsi sebagai:

d.

Melaksanakan penerapan/penegakan  hukum vyang mandiri  dan
berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hulum Kabuapten Ketapang
Propinsi Kalimantan Barat;

Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau
pencar keadilan di wilayah hulum yang mencakup Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat;

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial
dan sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal
dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi
pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun
pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi
mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

VISI dan Misi

' Pasal 2 Undang-Undang No. & Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Ma, 2 Takun 1986

RENCAMA AKII KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAM NEGERI HETAPANG | 3
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Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi

pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara konsisten dan
tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwnjudkan instansi pemerintah,

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan

Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi Mahkamah
Agung adalah:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Mengacu kepada Visi Mahkamah Agung tersebut, maka Pengadilan Negeri
Ketapang [PN Ketapang) yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas ]
dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai

visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang apung.
Misi Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaltu:

Menjaga kemandirian badan peradilan,

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

-l L O

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Agar selaras antara Visi dan Misi yang telah ditetapkan Mahkkamah Agung,
maka Pengadilan Negeri Ketapang merumuskan Misi Pengadilan Negeri Ketapang,
yaitu:

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ketapang.

L

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ketapang.

HEMCAMA ARSI HINERJA TAHUN 2024 PENCGADILAN NEGERI HETAPANG | 4
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BAB II
RENCANA AKSI KINERJA

Dalam rangka mrencapai visi dan misi Pengadilan Megeri Ketapang, maka harus disusun
Rencana Aksi Kinerja pada masing masing bagian sesual dengan Tugas, Pokok, dan
Fungsinya. Penyusunan Rencanan Aksi Kinerja Tabun 2024 adalah sebagai berikut :

A.

B.

1.

(s,

H.

Rencana Aksi Kinerja Kepaniteraan Muda Pidana

Rencana Aksi Kinerja Kepaniteraan Muda Perdata

Rencana Aksi Kinerja Kepaniteraan Muda Hokum

Hencana Aksi Kinerja Kesekretariatan Umum dan Keuangan

Rencana  Aksi Kinerjo  Kesehretariatan  Kepegawaian, Organisasi  dan

Tatalaksana

Rencana Aksi Kinerja Keseliretariatan Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan
Rencana Aksi Kinerja Panitera Pengganti

Rencana Aksi Kinerja Jurusita

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Ketapang yang dimaksud pada

masing masing bagian telah disusun pada lampiran Laporan Rencana Aksi Kinerja ini.

RENCAMA AHSI HINERJA TAHUMN 2023 PENCADILAN NEGERI KETAPANG 15
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BAB 11l
PENUTUP

Rencana Kerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2024 merupakan wujud
akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama. Rencana Kerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2024 ini disusun oleh
Pengadilan Negeri Ketapang untuk melaporkan suatu bentuk pencapaian rencana kerja
(performance plan) Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2024,

Rencana kerja disusun berdasarkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang
ditahun sebelumnya adalah upaya dan merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan
Kualitas kinerja dan motivasi kearah perbaikan Pengadilan Negeri Ketapang sebagai [nstitusi

Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih
mencerminkan rasa keadilan.

Rencana Aksi Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting
dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis [Strategic
Plan) pada masa yang akan datang,

REMCAMNA AKSI KIMERJA TAHUN 2024 PEMGADILAM MEGERI HETAPAMG | &
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RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. W17-U4/458/0T.01.1/1/2024
Pengadilan Negeri Ketapang

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Perkara Perdata yang
yang Pasti, Transparan dan Diselesaikan Tepat Waktu 95
Akuntabel
2. Persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu 90
3. Persentase Perkara yang Tidak
80
Mengajukan Upaya Hukum Banding
4. Persentase Perkara Yang Tidak
80
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi 5
6. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang
Puas Terhadap Layanan Peradilan 90
7. Jumlah Putusan Yang Menggunakan
Pendekatan Keadilan Restoratif 5
8. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang disampaikan ke para Pihak 100
Perkara tepat waktu
9. Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang disampaikan ke para pihak 100
tepat waktu
10. Persentase Perkara yang Diselesaikan
3

Melalui Mediasi




11 | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentass Pencari Keadilan Golongan 100
bagi Masyarakat Miskin dan Tertentu yang Mendapat Layanan
Terpinggirkan Bantuan Hukum [Posbakum)
12, | Meningkatniya Espatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata yang | 50
terhadap Putusan Pengadilan Ditindak lanjutl {Dieksekusi)
Ketapang, 10 Januark 2024
-""'."ﬁn:f‘"‘ dilan Negerl Ketapang

Dipindai dengan CamScanner
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RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Terwujudnya Proses

Persentase Perkara Perdata yang

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Jumlah putusan perkara Perdata

Peradilan yang Pasti, Diselesaikan Tepat Waktu 95 secara tepat waktu 100 Perkara
Transparan dan Akuntabel - - - -
Persentase perkara pidana yang Peningkatan Penyelesaian Perkara [Jumlah putusan perkara Pidana
diselesaikan tepat waktu 90 secara tepat waktu 700 Perkara
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Terselengaranya penyelesaian Jumlah Perkara yang Tidak Banding
Upaya Hukum Banding 80 perkara yang sederhana tranparan 560 Perkara
Peningkatan d kuntabel di linek
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan manajemen peradilan ana _un abel dilingkungan Jumlah Perkara yang Tidak Kasasi
Upaya Hukum Kasasi 80 umum peradilan umum 560 Perkara
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Jumlah perkara anak yang
) . 5 . . ) . 1 Perkara
dengan Diversi diselesaikan dengan diversi
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Survei Layanan Peradilan Nilai/Indeks Persepsi Survey
Terhadap Layanan Peradilan 90 90 Persen
Jumlah Putusan Yang Menggunakan < Terselengaranya penyelesaian Jumlah Putusan Yang 1 Perk
Pendekatan Keadilan Restoratif perkara yang sederhana tranparan [Menggunakan Pendekatan erkara
Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara Jumlah Salinan putusan Pidana
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang disampaikan ke para Pihak 100 yang dikirim tepat waktu 100 Perkara
Perkara tepat waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Progr?m PenmgkaFan Peningkatan manajeman peradilan|/umlah Salinan putusan Perdata
) ) ) Manajemen Peradilan S
yang disampaikan ke para pihak tepat 100 Umum yang dikirim tepat waktu 700 Perkara
waktu Umum
Persentase Perkara yang Diselesaikan Jumlah perkara mediasi Berhasil
. o 3 2 Perkara
Melalui Mediasi
Meningkatnya Akses Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Program Peningkatan [Peningkatan manajeman peradilan |Jumlah Layanan Pos Bantuan
Peradilan bagi Masyarakat  |yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 100 Manajemen Peradilan [Umum hukum 312 Perkara
Miskin dan Terpinggirkan (Posbakum) Umum
Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Program Peningkatan [Jumlah penyelesaian perkara yang |Jumlah putusan perkara perdata
terhadap Putusan Pengadilan |Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 0 Manajemen Peradilan [sederhana tranparan dan yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 5 berk
erkara

Umum

akuntabel di lingkungan peradilan
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Dengan memanjatkan pujl syubur kehadapan Tuban Yang Maha Esa,
Pengadilan Negerl Ketapang telah selesai penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pengadilan Negeri Ketapang sesual dengan Surat Keputusan Ketua Pengadian
Negerl Ketapang Kelas Ul tentang Penctapan Reviu Indikator Kinerja Utama [IKU)
dilingkungan Pengadilan Negerl Ketapang Kelas IL.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menguraikan tentang ukuran atau
indikator yang disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah
Agung Rl yang bertujuan untuk lebih meyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan
Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid

dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diharapkan
dapat menjadi pemicu adanya peninghatan transparansi dan akuntabilicas kinerja di
Lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11 dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya sebagal pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah divpayakan penyusunnya
secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak
tertutup kemungkinan adanya perbaikan- perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan
mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11,

Semoga dengan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini benar- benar
bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Negeri Ketapang Kelas 11 yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG".
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan
diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan
sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan
hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik
merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan
dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis

dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah,
maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau
kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.
Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka
ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di
setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga
diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan

yang tertuang dalam RPJM, RENSTRA maupun REN]JA, yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan
Indikator Kinerja Utama dilingkungannya masing-masing yang melibatkan pemangku

kepentingan lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama satuan Kerja Pengadilan Negeri Ketapang

Kelas Il disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.
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1.3. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5079);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung;

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA | 4
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7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
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BABII
GAMBARAN UMUM

A. Visi
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang
berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri

Ketapang Kelas 11, Visi Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah:
" Terwujudnya Pengadilan Negeri Ketapang yang Agung"”

B. Misi
Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan
keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan
fleksibelitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit
kerja. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II
menetapkan misi yang menggambarkan halhal yang harus dilaksanakan, yaitu:
1. Menjaga kemadirian Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ketapang;
4

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ketapang.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan
suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas
permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dan rencana
strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.
Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang
bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta

meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal
24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badanbadan peradilan lain di bawah
Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan
Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-
Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada

badanbadan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
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Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10ayat (1) dan ayat (2))

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan
Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili memutuskan dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU
No.2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta
(Pasal 52 UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat

diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

D. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5
(lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Ketapang
Kelas II akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan
lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi
organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi
dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Ketapang Kelas II adalah sebagai berikut:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il dapat memenubhi

butir 1 dan butir 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis
yang akan dicapai Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah sebagai berikut:

1 Meningkatkan penyelesaian perkara;
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

2
3
4. Peningkatan Aksebilitas terhadap peradilan (access to justice);
5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

6

Meningkatnya kualitas pengawasan.
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BAB III
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib
merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan
kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJM dan RENSTRA

Satuan Kerja.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon
[I/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran

(Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan Kkriteria
Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja yang
bersangkutan yaitu:

1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,
sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh
organisasi.

4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat
mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang
dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator

Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.
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C. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, telah dipertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

1 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah,
Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang
relevan;

Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;

Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

Kebutuhan data statistik pemerintah;

o~ WDN

Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kegunaan Indikator Kinerja Utama

Karena Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, maka
Indikator Kinerja Utama ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan ketepatan
dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan
program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi. Sehingga Indikator
Kinerja Utama ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka
menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian

kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

E. Reviu Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk tahun 2020-2024. Selanjutnya untuk lebih menyelaraskan isu-isu
strategis di lingkungan satuan kerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas Il agar
tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk
mengukur Kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, maka
telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan
Negeri Ketapang Kelas II. Pengadilan Negeri Ketapang telah menetapkan Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Ketapang Nomor : W17-U4 / / OT.01.3 / 12 / 2023 tanggal 28
Desember 2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang. Dimana Reviu IKU ini disusun oleh
Tim Reviu IKU Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : W17-U4 / /O0T.00 /12 /2023 tanggal
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28 Desember 2023 tentang Penetapan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang :

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase Perkara Perdata yang

Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana yang

diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

Index Persepsi Pencari Keadilan Yang

Puas Terhadap Layanan Peradilan

Jumlah Putusan Yang Menggunakan

Pendekatan Keadilan Restoratif

Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang disampaikan ke para

Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang disampaikan ke para

pihak tepat waktu

10.

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

11.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

12.

Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
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BAB1V
PENUTUP

Setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai
parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalamRPJM dan Renstra
masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ketapang Kelas
II merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan
suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJM dan Renstra

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

Keberhasilan Reviu Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga
tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja saja, tetapi dipengaruhi oleh
keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Reviu Indikator Kinerja Utama
pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat
indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat
(benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator
kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan
keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta

dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA | 11
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

® SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS I1

® SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS I1

® REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KETAPANG



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

Nomor : 247 /SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1,/2024
TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGEUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

Mengingat :1, Undang Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN);

2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1085 tentang
Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

FJI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
[nformasi Publik:

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

1"' 1 amn



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rood Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah:

12, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Apung Rl Nomor 7
Tahun 20135 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Pengadilan.

MEMUTUSEKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS 11

PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS I

» Menetapkan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama ({IKU) dilingkungan

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 1l sebagaimana tercantum

dalam lampiran surat keputusan ini.

: Melaksanakan Tugas dan Tanggungiawab menyusun Reviu

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas Il vang
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri
Ketapang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, mMenyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan Reviu Dokumen Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan
Megeri Ketapang.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tangeal ditetapkan.
‘Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini  disampaikan kepada yang
berkepentingan untuk  diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya,

2"!.‘1|.'I' i1



Ditetapkan di :  KETAPANG
Pada tanggal 't |10 JANUARI 2024

KETUA PENGAD ERI KETAPANG KELAS II

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.

AL

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11;

Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Kelas I1;

selretaris Pengadilan Negeri Ketapang Kelas [1:

Para Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;

Para Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 1L
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HEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

Nomor ;: 24 6 /SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1,/2024

TENTANG

FPENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN

Mengingat :

PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

l_."..ll

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kckuasaan
Kehakiman:

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025:

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rood Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019;

Il. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluas: Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah:

12, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Apung Rl Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Keselretariatan Pengadilan.

MEMUTUSEKAN

Menctapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELASII

PERTAMA

KEDUA

RETIGA
KEEMPAT

TENTANG PENETAFAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS 11

: Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 1l sebagaimana tercantum

dalam lampiran surat keputusan ini,

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam

lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja vang digunakan
olch Pengadilan Negeri Ketapang, untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan ANEEATAN,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
aluntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesual dengan Reviu Dokumen Rencana Strategis 2020-2024
Pengadilan Negeri Ketapang,

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
:Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

SALINAN EKeputusan ini disampaikan kepada Yang
berkepentingan untuk  diketahui dan  dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : KETAPANG
Pada tanggal 10 JANUARI 2023

I KETAPANG KELAS IT

F19771001200312 1 00 1

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.

wos oW N

o

kKetua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak:
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas I1;

Panilera Pengadilan Negeri Ketapang Kelas [I;

sekretans Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;

Para Haldm Pengadilan Negeri Ketapang Kelas [I;

Para Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11,



ey ad jeydul} ve|peduad p eieyiad uejesajaduad
SUBIUA] PTOZ UNYE] Z Jowou Bundy Yeweyyew
uesepy jeuns ‘uejeliag ueng eped niyem
1eday ueyiesa|asip Sued euepid ereyaad yepwn!
ye|epe 1ndino ‘uejeliaq uejng eped ueyiesajasip
dued euepid eieysad yejwnl yejepe ndu)] e
 UBIEIED)

weunye] uesodeq WEHFERD IR Fueh duspjg i yepang
LED T —— “npeg Ieda) weypesa|asp] SURk CURPld CIENIa ] GELNT nyyjem 1eda) uegiesagasip Sued
ueueng velode] YYILINYd euepid eJexsod asejussiag ‘T
‘ueppelad
urgunyau| (1edwa) + eped ujpueq 1eydu uep
ewuepad jexaEun ue(peduad ip eieyiad ueiEsajaiuad
duelual ¢TO7 unuel 7 Jowop Sundy yewweyyen
uesep3 jeuns ‘ueieliaq uejng eped nijem
yeday veyiesalasip Sued elepsad eseyaad yepwn|
yejepe ynding ‘uejellag ue|ng eped ueylesajasip
dued exepiad eieylad yepun yejepe indy] e
: [FHEIUNAY
 uEEEd)
LEp ueiedsue |
e b Em_ﬁ-nﬁ unypean| 2t Fuek eidpidg teoyady openn __“—M Fd duzh
uep T — NINEA, I0ED) Ry Ea| 2R FURA FYERIA J FIRE g (RTHEn] nijean 1edal uexiesajasig Jued | uejpeiag 53sold
ueueng veinde YHILINYd BIERJ A BIEYISH SSEIUSSIA efupninmia) | ‘T
gvmyr
Yiva ¥3igin
s ONADSNYNId NY5SYI13arNad YIHINIY HOLYAHIONI YINYLA YTHINIM | ON

ONYJVLIA 1HIDIN NYIIOYDNId
VIAIRLN YIHING HOLYAIONI NIATY




: UEREJED

ueunye] ugsodey FEIAANT BIENID B[R]
LER 00T |Se g DexeiEALn Bued [ang Eioyag Qeng Is1ani0] weduap ueyiesajas|(
ueuejng uelode wHILINYA Hued yeUy BIEYIDH 35EIUAS1S G
uejeliaq unye) eped |sEnuiLp uep snindip Sueh
eleyiad Ue|epe ueyesa|asip dued ereyiad yejwnr
Bujpueg winyny
ehAedn Lep isesey wnyny esedn ueynleip yepn Bued
ueeliag unyel ereysad ye|wnl yejepe isesey wnyny
ehedn ueynieZuaw yepn Jued ereyiad yejwnr e
I uelElEY)
Ueunye| uelooey ey jesopas)g Suek eiegaog yepun e
uep i 1Ty Wy ehedn uoxnloTualy HEpLL TUB, Ciogag QR wnyny ededn ueynfeduapy
ueugjng uesode] YHILINYd yep) Sues eseyiag SsEIUASIDY "t
uejeliaq unyey eped iseInuitp uep snindip Suei
eieylad yejepe ueyiesa|asp Jued eiexsad yepuiny -
Aujpueq
wnyny eAedn uveynfeduau yepn Jued uejeliag
unye} |p edeysad yejwnl yejepe Suipueq wnyny
efedn ugynleBuaw yep] Sued edeysad yejwnr- e
T UElBlED
ueunyej uesodey T X A — guipueg
uep wO0L Sujpery WAYnY AEEn VEyn|eluayy 1L BUck eityiog Yejmn] wnynH eAedn veynleduapy
ueueng uesode TeaALlINYd HEpPLL dueh Bieylad asEIUESIad E
"ueppedad

ueBunydul| (jedwa) p eped Swipueq yeydun vep




BIEY 1o

S npyem jeda) upEsajaiuag
ueumye) uesode uEEn eI Heyld eied oy uexiedwesp ueejoEduag
uep AT T e e Wi e SNy 1 SR Lesning Unues qeing AT A i
Ueueng velode WHILINYd uesning ueUijes asejuasiagd ueleyduiuad | '8
L]
I UBIEIED
ueunye) uesode Jeiaysas ynyun weynfe)p Fueh ereysag Ueiojsay ueprpesy
uep Lo jneiaysal ueuap Usyrsaasp Juch eregiag gejung uelENapuag ueyeundduap
uUEUE|nNg uesode] YHILINYA due) uesning yejuing i
Hllgng ueueie|ag
eleduaj@afuag U JEYRIBASE | UesEnday Iaang
ueunsnAuad uewopag Suelual JTOZ UNYE] bT
Jowiap elsauopu| jiqnday ISE0g ISELLIOaY uep
eiefapy Jmeledy ueeundedepuad LUaluay UBINIEIAS e
! UEE}ED
ueunye| uesode URjipRIag uRuEART
uepg *00T G [ JEIuag Ussendsy (s00%0d Kap0) depeysa) send Suey, ue|ipeay
ueueng uesode] Y ILINYd lIEIUad Isdasiad xapu| g

"Jeue wepid ue)perad

LUDISIS W E|ED 1518A10] UBBUESYHE|B4 UBLOpa] Suesum
vI0Z unye] ¢ Jowop Sundy Yeweyely ueinjeiag -
1siaAp ueynfep Sued yeue euepid

elead yepwunl ye|epe 1ssanp elextad Yejwng -
lIseylaq suaaAp uedelauad

In|ejaul jISEUsa0 UENEISAU|R UBP ISJ8MD BIEIDS
ueynleip Hued uejelszq unyel |p yeue euepid yejepe
iseysag ueyeyeiuip Jueh isuanp exeylad yejung -




uBuNye| uesodey
uep

Yyejwnl yejepe iseipawip Bued eseyiad yejwny -
‘ueewepsad 2lye uedusp

[Iseydag vep uengesuad ueBuap seyseq ‘ueiBegas
[ISBYdaq YIeq pseysaq iseipaunp Bueh erexdad yepuwni
YE|BPR ISRIpaW Inje[aw uey|esajasip Bued yepwng -
‘ue|peduay 1p ISeIpaw

Inpasold Sueiua) 9TOZ UnyeL T JOWoN YiNydd -

: ujEjEd

IS no Ly weynye g Jueh migyiag yejwng

00T

———— e b e

[FEIAE [SOERaLAl IN|Bj04] UEH|E5a{a%|0 SUEK BIEYIB YEB[Wn

ISEIP@IN INE[@ LEYIESB|@sI]

UEUE|Ng uelode] YHALINY duel eleylad sseluasiag 1]
RIEYJad URSENJBGLLA
uep Seinoipy ueiesajaiuad usijepuaduag |eyuad
TZ0Z 14dy 87 |edduel TZ0L/v/E 20" WH/nfa/osy
sowop wn|ipeg walug ieing -
ueyLILIIP uep snindip yepns
dued iseinuiw eieyiad Yejepe uesnIng Yejunr -
¥eyd esed
epeday ueyledwesip BWELa4 | ue|peBuad ynun - =
s Heee]
NIYEN JECaY
ueunye] uesode) o it s il el ﬂrpugn seyyd esed ay ueyiedwesip
uep VRO NP W R R [P JUER TUT R BIeNdD UBSNIN Weu||Eg e juing Hueh pUEpld edoHlay
ueueng uelode] TREILINY UESMINg UEUES SselUasiay 7]

UBsning ueyllad uep ueujes ueiedweiuag
Suejual 7o ‘oM YN 35 veyeagntad Buejua TTOT

unye| ToonN undy yewesyely uesep 1eans yeyd
eigd epeday wuiyp Sued uesnind veul|eg yepung




WEFCIF
ueeuesyead jedeqas dedueip snigy ajqeIndxa uow
uedejauag ‘|snyasye ueeuesyejad yejwnl yejepe

UBYBUBSHE|IP IEST[aS Yeja) Bueh Isnyasya yBjwnf - e e
il uesning
veunye| uesode] e s e (15ny25y210) depey.a
uep 0T e p o5 95 4E|) Duch Bieping BieRiad [SPEENS YEpnT [infue| yepuing Sued elepiag ueynieday
ueuEng uesode) VHILINYd EJEHIT UESNING BSEIUSIAY efwieyBuuawy |FT
[ ]
FURRE ueynB8udia |
{wnyegsod) wnyny UEp UBsIA
veunye| uesode] o Wy .“_Hﬂn.n__uﬂﬂﬂﬂﬁ“ uenjueg ueuehe] 1edepuay | 1EYEIRASEW 19BG
uep souede jedepuopy Jued mpuopag weSuops wejpeoy FEoung Yepweng dued nuapa] .._mmr__u._ﬂ_ﬂ uBjipelsd S35y
uewe|ng uesode) YHIALINGd UE||PESY MEIUE BSEIUASIY ehuleyfusayy 1T

‘uejeliag
unye; eped Jeyeplay Bued ueednd elepiad eseyiad




DUKUHEN REWU RENCﬁNA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI KETAPANG
CAKEP

CEFAT ARURAT KREATIF EFENTIV FROFEIPDMAL

w.®  Pengadilan Negeri Ketapang
L Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru,

ﬁﬁﬂéhr; ..'_’;':’3-
Ij ‘;';‘il*i Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811
% S of pang, p pang,
W Telp: (0534) 32805
© o
pn_ketapang https://pn-ketapang.go.id/ PN ketapong
: ©
+6281240457272

Pengadilfan Negerl Kelapang



KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirakim

Puji syubur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya,
Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) tefah berhasil menyusun Dokumen Rencina
Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Reviu Indlkator Kinerja Utama 2023
Pengadilan Negeri Ketapang.

Substansi dari Renstra Mahkamah Agung pada hakekatnya merupakan pernyaiaan
komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja
serta cara pencapaiannya melalul pembinaan, penataan, perbalkan, penertiban,
penyempurnaan dan pembaharvan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-
undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan terhadap sikap dan perilaku
aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian  manajemen, agar tercapal
efektivitas efesiensi dan produktivitas dalam mewujudkan dan mencapal cita-cita menjadi

*Pengadilan Negeri Ketapang Yang Agung’.

Masing-masing Unit Eselon 1 Mahkamah Agung dan Jajaran peradilan yang berada di
bawahnya harus membuat Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024, isinya terdiri dari Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Dalam kaitan tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang
sebagal Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung R menyusun Rencana Strategis Tahun
2020 = Tahun 2024.

Penyusinan Reviu Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020 -2024, dimaksudkan sebagal
upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya bagl
Pengadilan Negeri Ketapang untuk mencapal tujuan dan sasaran strategis dengan program

dan keglatan untuk selurub indikator guna memenuhi target yang telah ditetapkan dalam

flevia Rencana Strategis Tahun 2020 -2024 Pengadilan Negeri Ketapang _

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

mandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan

menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.! Di dalam
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia”.?

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan
kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran
strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat)
lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi,
personil dan finasial serta sarana prasarana. Kebijakan "satu atap”, memberikan
tanggung jawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukan
kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional,
efektif, efesien, transparan serta akuntabel. Tanggung jawab MA sebagai konsekuensi
penyatuan atap termaktub dalam Undang Undang No. 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang Undang No. 4 Tahun
2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-
ungang, yaitu antara lain melalui: Undang Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang
Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA, Undang Undang No. 8 Tahun 2004 juncto
Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang No. 9
Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

! Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan K ehakiman
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Tugas dan peran MA menjadi semakin menantang ketika kian banyak pengadilan
khusus dibentuk dibawah suatau lingkungan peradilan, antara lain: Pengadilan Niaga,
Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial,
Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada berbagai
dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan langkah

persuasif, antisipatif dan jika perlu dengan tindakan korektif.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam
menyelenggarakan peradilan selain bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan
keuangan. Pengadilan Negeri Ketapang merupakan lingkungan Peradilan Negeri di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Ketapang sebagai kawal depan Mahkamah
Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN /Kepala Bappenas No. 11 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024, dan Perubahan paradigma
tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan
penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi
sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis
merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik

terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah
tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan
mengacu UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2016-2020 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita)
Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan
menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pedoman
untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus untuk menjaga konsistensi arah

pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan
nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya
pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya
maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga
harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan,
warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang
memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin
mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas,
berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan
dan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi
dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan

lingkungan.

Kebijakan Mahkamah Agung secara garis besar sudah mendukung penjabaran
prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran
penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukkan untuk
25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang
dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penggangaran atau 5 (lima)
tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung

dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Reviu Renstra Mahkamah Agung 2020-2024
memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan.
Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Agung RI sudah merupakan penjabaran
dari kebijakan Mahkamah Agung RI, untuk itu RENSTRA MARI perlu direviu agar

mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 tahun ke depan.
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1.2

Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan
RPJMN tahun 2020-2024. Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami
menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya
perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan
kebijakan pimpinan Mahkamah Agung sehingga perlu adanya Reviu Renstra
Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2020-2024. Semoga Reviu Renstra ini benar-
benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya

Pengadilan Negeri Ketapang Indonesia Yang Agung”.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
pada lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke
dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana
Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh
sumber daya manusia yang berkompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang, baik

lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis

Pengadilan Negeri Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah
untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga dalam
rangka pengoptimalan penyusunan pengukuran kinerja tahun 2023 ini Pengadilan

Negeri Ketapang membuat Reviu Renstra 2020-2024.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan menyangkut kinerja lembaga peradilan mendapatkan
sorotan dari berbagai kalangan antara lain mengenai informasi proses peradilan yang
tertutup, biaya peradilan yang mahal, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan
terpinggirkan, serta penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama. Hal
tersebut diperparah dengan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan
serta kesulitan yang dialami para pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang
dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan

yang diperlukan.

Hal-hal tersebut dapat kami jabarkan sebagai berikut:
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A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Ketapang mencakup hal-hal yang memang sudah
diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Ketapang dan
Kabupaten Kayong Utara.

2. Pengadilan Negeri Ketapang merupakan unsur Muspida dan memiliki
hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang.

3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri

Ketapang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Ketapang dirinci dalam

beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Pengadilan Negeri Ketapang kekurangan Sumber Daya Manusia baik
Hakim maupun pegawai.
e Rekrutmen PNS/Hakim yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Ketapang.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
e Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Ketapang dari pusat belum

sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Ketapang
untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
e Adanya website Pengadilan Negeri Ketapang yang memberikan informasi
kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Adanya tunjangan Kkinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja.
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e Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Negeri Ketapang maupun Mahkamah Agung untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

e Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik
untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum
Pengadilan Negeri Ketapang.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

e Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum

Pengadilan Tinggi Pontianak.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

e Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri

Ketapang berupa internet, website Pengadilan Negeri Ketapang.

D. Tantangan Yang Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Ketapang yang akan
dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

e Dengan Personil yang ada di Pengadilan Negeri Ketapang maka terjadinya

rangkap jabatan, waktu dan tugas tambahan.
2. Aspek Sarana dan Prasarana

e Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak

sesuai dengan kebutuhan.
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BAB 11
VISI, MISIDANTUJUAN

A. VISI PENGADILAN

isi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah
suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra

yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada
tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Mengaju kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang)
yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi
Pontianak dalam Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI

mempunyai Visi:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG”

B. MISI PENGADILAN

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintabh,
sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya,

mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.
Misi Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4

. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
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Agar selaras antara Visi dan Misi yang telah ditetapkan MA, maka PN Ketapang

merumuskan Misi Pengadilan Negeri Ketapang, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Ketapang.
4

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Ketapang.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi PN Ketapang, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan

tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Pengadilan Negeri Ketapang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenubhi visi misinya untuk kurun waktu satu
sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,
perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Ketapang
untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan
strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat
diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan
strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator)

yang terukur.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang adalah sebagai
berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Ketapang memenuhi butir 1 dan 2 di

atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020

sampai dengan tahun 2024. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri
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Ketapang ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan

perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang

adalah sebagai berikut:

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

N o ks w o

Peningkatan kualitas SDM

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang | Persentase Perkara Perdata yang

Pasti, Transparan dan Akuntabel Diselesaikan Tepat Waktu

2. Persentase perkara pidana yang

diselesaikan tepat waktu

3. Persentase Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding

4, Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

5. Persentase Perkara Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

6. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang

Puas Terhadap Layanan Peradilan
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Jumlah Putusan Yang Menggunakan

Pendekatan Keadilan Restoratif

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang disampaikan ke para Pihak

tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang disampaikan ke para pihak

tepat waktu

10.

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

11.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

12.

Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan

Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri

Ketapang dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, output nya adalah:

1. Pos Bantuan Hukum.

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung

Pengadilan.
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3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding
yang tepat waktu, yang meliputi;
e Pendaftaran berkas perkara
e Pemeriksaan di sidang pengadilan
e Minutasi
e Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa
e Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan
e Penganganan perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
e Penganganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan
Tingkat Pertama
4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya
perkara, meliputi;
e Biaya Perkara

e Biaya Eksekusi

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, output nya adalah:
1. Layanan dukung manajemen Satker daerah.
2. Layanan Perkantoran, yang meliputi;
¢ (Gaji dan Tunjangan;

e Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana
di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam program ini, suboutput nya adalah:

1. Pengadaan Peralatan Fasilitas dan Perkantoran

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 -2024 Pengadilan Negeri Ketapang
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BAB III
REVIU RENCANA STRATEGIS

A. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PN KETAPANG

encana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024
merupakan perencanaan jangka menengah PN Ketapang yang berisi tentang
gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun oleh Pengadilan Negeri Ketapang berserta strategi yang akan dilakukan

untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Arah dan kebijakan strategis yang diambil dan dirumuskan Pengadilan Negeri
Ketapang selaras dengan tugas pokok dan fungsi badan peradilan, dimana fokus
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi
kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan
suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024 merupakan
penjabaran dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan Pengadilan Negeri Ketapang,
dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program utama
dan kegiatan pokok yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan

indikator kinerja utama sebagai tolak ukurnya.
Adapun arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024 adalah:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan
yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan Kkinerja
bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja:

e Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi

sesuai dengan kompetensi .
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e Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat.

e Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

e Disampingitu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi

informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
¢ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas
hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima
layanan.
e Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
e Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik.

B. REVIU RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Ketapang, maka visi dan
misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Pengadilan Negeri Ketapang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu
satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini
dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari
itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri
Ketapang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai
mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator

kinerja (performance indicator) yang terukur.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 -2024 Pengadilan Negeri Ketapang
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Sasaran-sasaran strategis Pengadilan Negeri Ketapang yang merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing
tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh Pengadilan Negeri Ketapang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2023
tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara
umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri Ketapang ini menggambarkan
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur

negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Ketapang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang

pada tahun 2020-2024, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,
Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu;
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;
f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;
g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Indikator
untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para
Pihak tepat waktu;
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu;
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan, Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum).
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4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan, Indikator untuk
pengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).

Penyusunan rencana kinerja dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2020-
2024 dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam
rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator

yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri
Ketapang, ditetapkanlah Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2023 (RKT)
yang merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Ketapang.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian
kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.
Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2023 telah
mengacu pada Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2020-2024. Oleh karena itu
Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan
kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Ketapang yang telah
ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Pengadilan Negeri Ketapang

2020-2024.

Namun pada pelaksanaannya, pengukuran tingkat capaian kinerja pada Pengadilan
Negeri Ketapang mengalami perubahan sehingga perlu adanya Reviu Rencana
Strategis 2020-2024 agar analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja
(performance gap) yenga terjadi serta tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan
optimal. Selain itu Reviu Rencana strategis ini dilakukan guna pengoptimalan
capaian kinerja yang disesuaikan dengan perubahan penetapan target kinerja di
Pengadilan Negeri Ketapang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran

strategis.
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Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2020-2024 dapat di

lihat sebagai berikut :

Persentase Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

95%

95%

95%

95%

95%

Persentase perkara
pidana yang
diselesaikan tepat
waktu

95%

95%

95%

95%

95%

Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

80%

80%

85%

90%

95%

Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan

Persentase Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

80%

80%

85%

90%

95%

akuntabel

Persentase Perkara
Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

5%

5%

5%

5%

5%

Index Persepsi
Pencari Keadilan
Yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan

90%

90%

90%

90%

90%

Jumlah Putusan
Yang Menggunakan
Pendekatan
Keadilan Restoratif

5%

5%

5%

Peningkatan

Persentase Salinan
Putusan Perkara

a. Perdata yang

disampaikan ke para
Pihak tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase Salinan
Putusan Perkara

b. Pidana yang

disampaikan ke para
pihak tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Perkara
c. yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

1%

1%

1%

3%

3%

Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

30%

30%

30%

50%

50%
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BAB 1V
PENUTUP

eviu rencana strategis Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2020-2024
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan
tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal
maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan
peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan,
dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang
ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Selain itu juga sebagai dasar
pengoptimalisasian capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang dalam hal

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengukuran kinerja.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Ketapang harus terus disempurnakan dari
waktu ke waktudengan melakukan reviu. Dengan demikian reviu renstra ini bersifat
terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat
membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat

keberhasilan terhadap kegiatan kinerja yang dikelola.

Dengan Reviu renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan
Negeri Ketapang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian
arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi

dan misi Pengadilan Negeri Ketapang dapat terwujud dengan baik.
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KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS IT

Nomor: 452 /SK/KPN.WI17-U4 /HK1.2.5/1/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS [RENSTRA) DILINGEKUNGAN

Mengingat :

PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara [ASN);

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

1| 11L.amd



10. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rood Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019;

L1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Keseliretanatan Pengadilan.

MEMUTUSEKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS (I

PERTAMA

REDUA

KETIGA
KEEMPAT

TENTANG PENETAPAN TIM REVIU REMNCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG
KELASII

: Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas [T sebagaimana
tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

: Melaksanakan Tugas dan Tangrungjawab menvusun Reviu

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kelas 11 yang
merupakan penetapan target dari sasaran strategis dan indikator
kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Ketapang, untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

dan pelaporan pencapaian kinerja per-tahun.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan scbagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan i : KBTAPANG
Pada tanggal + 10JANUARI 2024

KETUA PENGADILAN NEGER RETAPANG KELAS I1

Tembusan disampaikan kepada Yth:

i A8

o

o

Ketua Pengadilan Tingg: Kalimantan Barat di Pontianal;

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
=5
4. Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang Kelas [I;

Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11;

. Para Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 10;

Para Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang Kelas I1.
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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya,
Pengadilan Negerl Ketapang [PN Ketapang) telah berhasll menyusun Dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Meger Ketapang.

Substansi dari Renstra Mahkamah Agung pada hakekatnya merupakan pernyataan
komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja
sérta cara pencapaiannya melalul pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,
penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-
undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan terhadap sikap dan perilaku
aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemenagar tercapai
efektivitasefesiensi dan produktivitas dalam mewu|udkan dan mencapai cita-cita menfadi

"Pengadilan Negeri Ketapang Yang Agung".

Masing-masing Unit Eselon | Mahkamah Agung dan Jajaran peradilan yang berada di
bawahnya harus membuat Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, isinya terdiri dari Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Dalam kaitan tersebut, Pengadilan Negerl Ketapang
sehagai Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung Bl menyusun Bencana Strategis Tahun
2025 - 2029,

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Ketapang 2025 -2029, dimaksudkan sebagal upaya
terencana dan sistematls untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya bagi
Pengadilan Negeri Ketapang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan program
dan kegiatan untuk seluruh indikator guna memenuhi target yang telah diterapkan dalam
janghka waktu tertentu sesual dengan Vist dan Misi Pengadilan Negeri Ketapang
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

mandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan

menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” .
Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan
Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia”.?

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan
kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran
strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat)
lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi,
personil dan finasial serta sarana prasarana. Kebijakan "satu atap”, memberikan
tanggung jawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukan
kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional,
efektif, efesien, transparan serta akuntabel. Tanggung jawab MA sebagai konsekuensi
penyatuan atap termaktub dalam Undang Undang No. 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang Undang No. 4 Tahun
2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-
ungang, yaitu antara lain melalui: Undang Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang
Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA, Undang Undang No. 8 Tahun 2004 juncto
Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang No. 9
Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

! Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan K ehakiman
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Tugas dan peran MA menjadi semakin menantang ketika kian banyak pengadilan
khusus dibentuk dibawah suatau lingkungan peradilan, antara lain: Pengadilan
Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial,
Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada
berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan

langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu dengan tindakan korektif.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam
menyelenggarakan peradilan selain bidang administrasi, organisasi, perencanaan
dan keuangan. Pengadilan Negeri Ketapang merupakan lingkungan Peradilan Negeri
di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Ketapang sebagai kawal depan Mahkamah
Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN /Kepala Bappenas No. 11 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024, dan Perubahan paradigma
tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan
penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi
sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis
merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik
terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan

organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah
tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan
mengacu UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RP]P), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2016-2020 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita)
Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan
menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
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2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah
pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus untuk menjaga konsistensi arah
pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan
nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya
pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya
maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga
harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan,
warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang
memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin
mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas,
berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan
dan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi
dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan

lingkungan.

Kebijakan Mahkamah Agung secara garis besar sudah mendukung penjabaran
prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran
penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukkan untuk
25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang
dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penggangaran atau 5 (lima)
tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung

dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Reviu Renstra Mahkamah Agung 2020-2024
memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan.
Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Agung RI sudah merupakan penjabaran
dari kebijakan Mahkamah Agung RI, untuk itu RENSTRA MARI perlu direviu agar

mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 tahun ke depan.

Reviu Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 ini telah disusun dan disinkronisasikan
dengan RPJMN tahun 2020-2024. Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun
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kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan
adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/
prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Renstra ini benar-benar
bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Pengadilan

Negeri Ketapang Indonesia Yang Agung”.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
pada lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke
dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana
Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh
sumber daya manusia yang berkompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang, baik

lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis

Pengadilan Negeri Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah
untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan menyangkut kinerja lembaga peradilan mendapatkan
sorotan dari berbagai kalangan antara lain mengenai informasi proses peradilan yang
tertutup, biaya peradilan yang mahal, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan
terpinggirkan, serta penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama. Hal
tersebut diperparah dengan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan
serta kesulitan yang dialami para pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang
dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan

yang diperlukan.
Hal-hal tersebut dapat kami jabarkan sebagai berikut:
A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Ketapang mencakup hal-hal yang memang sudah
diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:
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1. Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Ketapang dan
Kabupaten Kayong Utara.

2. Pengadilan Negeri Ketapang merupakan unsur Muspida dan memiliki
hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang.

3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri
Ketapang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Ketapang dirinci dalam

beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Pengadilan Negeri Ketapang kekurangan Sumber Daya Manusia baik
Hakim maupun pegawai.
e Rekrutmen PNS/Hakim yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Ketapang.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
e Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Ketapang dari pusat belum

sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Ketapang
untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan

e Adanya website Pengadilan Negeri Ketapang yang memberikan informasi

kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

e Adanya tunjangan Kkinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja.

e Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Negeri Ketapang maupun Mahkamah Agung untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

e Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik

untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum

Pengadilan Negeri Ketapang.
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4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
e Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum
Pengadilan Tinggi Pontianak.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
e Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri

Ketapang berupa internet, website Pengadilan Negeri Ketapang.

D. Tantangan Yang Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Ketapang yang akan
dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

¢ Dengan Personil yang ada di Pengadilan Negeri Ketapang maka terjadinya

rangkap jabatan, waktu dan tugas tambahan.
2. Aspek Sarana dan Prasarana

e Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak

sesuai dengan kebutuhan.
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BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI PENGADILAN

isi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah
suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan

citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada
tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Mengaju kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang)
yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi
Pontianak dalam Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI

mempunyai Visi:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG”

B. MISI PENGADILAN

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,
sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya,

mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.
Misi Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4

. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
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Agar selaras antara Visi dan Misi yang telah ditetapkan MA, maka PN Ketapang

merumuskan Misi Pengadilan Negeri Ketapang, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Ketapang.
4

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Ketapang.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi PN Ketapang, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan

tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Pengadilan Negeri Ketapang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenubhi visi misinya untuk kurun waktu satu
sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,
perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri
Ketapang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai
mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk
itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya,
setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance

indicator) yang terukur.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang adalah sebagai
berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Ketapang memenuhi butir 1 dan 2 di

atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025

sampai dengan tahun 2029. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri
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Ketapang ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan

perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang

adalah sebagai berikut:

N o 1o w

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Peningkatan kualitas SDM

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase Perkara Perdata yang
Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

Index Persepsi Pencari Keadilan Yang
Puas Terhadap Layanan Peradilan

Jumlah Putusan Yang Menggunakan
Pendekatan Keadilan Restoratif

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang disampaikan ke para Pihak
tepat waktu
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9. Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang disampaikan ke para pihak
tepat waktu

10. Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi | Persentase Pencari Keadilan Golongan
Masyarakat Miskin dan Tertentu yang Mendapat Layanan
Terpinggirkan Bantuan Hukum (Posbakum)

12. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap | Persentase Putusan Perkara Perdata
Putusan Pengadilan yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Ketapang
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Ketapang dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, output nya adalah:
1. Pos Bantuan Hukum.
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung
Pengadilan.
3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding
yang tepat waktu, yang meliputi;
e Pendaftaran berkas perkara
e Pemeriksaan di sidang pengadilan
e Minutasi
e Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa
e Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan
e Penganganan perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
e Penganganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan

Tingkat Pertama
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4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya
perkara, meliputi;
e Biaya Perkara

e Biaya Eksekusi

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, output nya adalah:
1. Layanan dukung manajemen Satker daerah.
2. Layanan Perkantoran, yang meliputi;
e Gaji dan Tunjangan;

e Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana
di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam program ini, suboutput nya adalah:

1. Pengadaan Peralatan Fasilitas dan Perkantoran

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP
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BAB III
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

encana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Ketapang 2025-2029
merupakan perencanaan jangka menengah PN Ketapang yang berisi
tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam
kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Ketapang berserta strategi yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang

diamanahkan.

Arah dan kebijakan strategis yang diambil dan dirumuskan Pengadilan Negeri
Ketapang selaras dengan tugas pokok dan fungsi badan peradilan, dimana fokus
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi
kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan
suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2025-2029 merupakan
penjabaran dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan Pengadilan Negeri Ketapang,
dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program
utama dan kegiatan pokok yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan

dengan indikator kinerja utama sebagai tolak ukurnya.
Adapun arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Ketapang 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur
peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja:

e Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi

sesuai dengan kompetensi .
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e Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenubhi
rasa keadilan masyarakat.

e Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

e Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

e Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas
hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima
layanan.

e Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

e Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik.
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BAB 1V
PENUTUP

encana strategis Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2025-2029 diarahkan
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang
bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan
strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang

ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Ketapang harus terus disempurnakan dari
waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola
kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang

dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri
Ketapang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,
tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan

misi Pengadilan Negeri Ketapang dapat terwujud dengan baik.
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MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029
PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Terwujudnya Proses Peradilan a. |Persentase Perkara Perdata yang Peningkatan Penyelesaian Perkara [Jumlah putusan perkara Perdata
yang Pasti, Transparan dan Diselesaikan Tepat Waktu 95 95 95 95 95 secara tepat waktu 100 Perkara
Akuntabel - - - -
b. |Persentase perkara pidana yang Peningkatan Penyelesaian Perkara [Jumlah putusan perkara Pidana
diselesaikan tepat waktu 90 91 92 93 94 secara tepat waktu 700 Perkara
c. |Persentase Perkara yang Tidak Terselengaranya penyelesaian Jumlah Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding 80 82 83 84 85 perkara yang sederhana tranparan |Banding 560 Perkara
d. |Persentase Perkara Yang Tidak Peninekatan dan akuntabel di lingkungan Jumlah Perkara yang Tidak
M . . 80 82 83 84 85 g peradilan umum . 560 Perkara
engajukan Upaya Hukum Kasasi manajemen peradilan Kasasi
e. |Persentase Perkara Anak yang umum Jumlah perkara anak yang
Diselesaikan dengan Diversi 5 5 5 5 5 diselesaikan dengan diversi 1 Perkara
f.  |Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Survei Layanan Peradilan Nilai/Indeks Persepsi Survey
Puas Terhadap Layanan Peradilan 90 90 90 90 90 90 Persen
g. [Jumlah Putusan Yang Menggunakan Terselengaranya penyelesaian Jumlah Putusan Yang
Pendekatan Keadilan Restoratif perkara yang sederhana tranparan |Menggunakan Pendekatan
5 5 5 5 5 . , ) 1 Perkara
dan akuntabel di lingkungan Keadilan Restoratif
peradilan umum
Peningkatan Efektivitas a. |Persentase Salinan Putusan Perkara Jumlah Salinan putusan Pidana
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang disampaikan ke para 100 100 100 100 100 yang dikirim tepat waktu 100 Perkara
Perkara Pihak tepat waktu
b. |Persentase Salinan Putusan Perkara Program Peningkatan Peningkatan manajeman peradilan |[Jumlah Salinan putusan Perdata
. ) ) ) Manajemen Peradilan s
Pidana yang disampaikan ke para pihak 100 100 100 100 100 Umum yang dikirim tepat waktu 700 Perkara
tepat waktu Umum
c. |Persentase Perkara yang Diselesaikan Jumlah perkara mediasi Berhasil
) . 3 3 3 3 3 2 Perkara
Melalui Mediasi
Meningkatnya Akses Peradilan |Persentase Pencari Keadilan Golongan Program Peningkatan |Peningkatan manajeman peradilan [Jumlah Layanan Pos Bantuan
bagi Masyarakat Miskin dan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 100 100 100 100 100 Manajemen Peradilan |Umum hukum 312 Perkara
Terpinggirkan Hukum (Posbakum) Umum
Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Program Peningkatan [Jumlah penyelesaian perkarayang |Jumlah putusan perkara perdata
terhadap Putusan Pengadilan  [Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Manajemen Peradilan |sederhana tranparan dan akuntabel |yang ditindak lanjuti (dieksekusi)
50 50 50 50 50 Umum di lingkungan peradilan umum 2 Perkara




KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI EETAPANG KELAS II

Nomor : 45 /SK/KPN.W17-U4/HK1.2.5/1/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS [RENSTRA)
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kckuasaan

Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

LI

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulaan
Informasi Publik:

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

L{Halaman



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rood Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Pengadilan.

MEMUTUSEKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS I

PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA] DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG
KELAS [1

:Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11 scbagaimana
tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

: Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab menyusun Reviu

Rencana Stralegis (Renstra) Pengadilan Negeri Kelas [1 yang
merupakan penetapan target dari sasaran strategis dan indikator
kinerja yang digunakan cleh Pengadilan Negeri Ketapang, untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

dan pelaporan pencapaian kinerja per-tahun,

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
:Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Kepulusan ini disampaikan kepada yang
berkepentingan untuk  diketahui dan  dipergunakan

scbagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal

KETAPANAG
10 JANUART 2024

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1.

i I

AN NEGERI KETAPANG KELAS II

5.H., M.H.
3121001

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianal;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;

Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;
Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;

Para Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II;

Para Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Ketapang Kelas 11,

3|Halaman



[ 00 LTI maa__lﬁ Uiz ity

/7

el ag

eoiHuy 95 “NVMAIN ACHEA| 81
wep ‘seunoju] Hojouna], ‘ueeuBsuang Feqqnemy d

modduy BUEsHB[EIL], UEp swsiueiig ‘vereasiaday Beggnsey ‘H'S 'IAIVNNr DNOQOA ayiNHYE| LT

eoFEuy ueduenay UEp wnwy S8gqgrsey ONOrays| ot

mofEuy BUEpPL] BPOy Byl "H'S ‘HISDNINYNYIHEH [NTT| 51

mofduy BIE[Iad PN Baed NVAIORS| 1

wnodduy WNHNH BPNA BLIMLE] AW HVANYHSI €1

E10FBUY e "H'W "H'S "v.LIAS YIWIVH LLNNH| &1

Ejodduyy weeH|  CH'S "'OLWYMAS0ARMd OHOYONN EYNIHAG| 11

erodduy WLAEH ‘H'S "TAYHNYIYN YNsSOr| o1

woifuy IHEH H'S "NYLIVONYS NVNIOOH 3808y 6

Epodduy EEEH H'S ‘YHYAVHIM VALIOYY snova|

Eodduy WHEH HIW HS "OMIrNS NODNYE OYWHAY| L

modduy IR HIWH'S 'INVLN YNIVY Wi 9

madEuy WrHEH H'W "H'S "VINVNY YTHATV| S

A A N putaln fate) SlrE A OWOICONE]|

| SHFRREE BIZILE] "H'S 'VEI MMHVAS| €

L], BOI3Y duedeisy Nd erday [D{Em HW "H'S ‘"OLNVAIMY OLNVA| E

gemer Junddurusdg duedelay Nd BTSN H'W H'S 'VNVILMVHS voa| 1
VHISNAE NOSOHANI — oN

WLL WYVTVI NYHONTEH

NVLYEYI

1 S¥1aH ONVAVLaH IHaDaN Nv gy oNdd

N¥DMOMOMITIO [(VALSNTA] SIDALVALS YNYOINTE NASAANTd WIL NIATY WL

EOE wenuer Q] qeidueg
FEOC /ST IMH PN L T M NI NS/

II SVTdH d¥.LaH TEEAN NVTIOVD
NV HIAIVT

L OLUON
NVSLAdTH




